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ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif kedudukan dan peran
sekretariat dewan dalam menunjang kinerja DPRD provinsi Lampung. Rumusan
masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana kedudukan sekretariat DPRD dalam
sistem pemerintahan daerah menurut UU nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah ?; dan Bagaimana peran sekretariat DPRD dalam menunjang
kinerja DPRD provinsi lampung tahun anggaran 2015?. Penelitian ini termasuk
penelitian tipologi penelitian hukum empiris. Pengumpulan data penelitian ini
dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara merupakan
teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan narasumber
yang menjadi subyek penelitian, yaitu para anggota DPRD Lampung,dan
sekretariat dewan. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan
perundang-undangan, yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau
perundang-undangan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada di masyarakat.
Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana sumber data
yang berupa bahan hukum tersebut dikumpulkan dan disusun secara sistematis
untuk di analisis kemudian menafsirkannya dan penarikan kesimpulan. Hasil studi
ini menunjukan bahwa Kedudukan Sekretariat DPRD yang berada dibawah
naungan pemerintah Daerah terutama dibawah binaan Sekretaris Daerah
bertanggungjawab secara administratif kepada Kepala Daerah/Gubernur melalui
sekretaris Daerah, akan tetapi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban
oprasioanal Sekretaris DPRD bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peran Sekretariat DPRD sebagai fasilitator bagi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung semakin terlihat nyata dalam
bentuk fasilitas terhadap kunjungan-kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung ke daerah-daerah lain. Kunjungan kerja ini dilakukan
untuk perbandingan produk-produk DPRD dan juga kebijakan-kebijakan yang akan
dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Pada tahun
anggaran 2015, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung telah melakukan tugasnya
dengan baik untuk memfasilitasi anggota Dewan Provinsi Lampung ke berbagai
daerah untuk melakukan kunjungan kerja, reses maupun kegiatan lainnya yang
telah di agendakan. Bentuk pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar
Daerah Provinsi Lampung untuk menunjang dan memfasilitasi anggota dewan
dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Pimpinan DPRD
Provinsi Lampung. Selama tahun anggaran 2015, Sekretariat DPRD Provinsi
Lampung telah memfasilitasi pembentukan produk-produk hukum dan juga
kebijakan baru untuk wilayah Provinsi Lampung. Produk hukum dan kebijakan
baru yang telah dihasilkan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung merupakan hasil
dari kesepakatan bersama untuk kepentingan masyarakat Provinsi Lampung.

Kata- kata kunci : Peran dan Kedudukan, Kinerja Sekretariat DPRD

XVi



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan daerah pada masa Orde Baru berlangsung selama 32
tahun, dan sebagai landasan pelaksanaannya adalah Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan menganut 3
azas penyelenggaraan pemerintahan yakni azas dekonsentrasi, desentralisasi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung
jawab.

Dengan bergulirnya pemerintahan reformasi, maka upaya yang dilakukan
dalam rangka menata kembali sistem pemerintahan daerah, lahirlah Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian di perbaharui kembali dengan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan
pola prinsip otonomi daerah yang nyata dan luas yang merupakan suatu harapan
yang selama ini didambakan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan masyarakat.

Dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan daerah tentunya harus
diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini
adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah adalah lembaga
pemerintahan daerah dalam hal ini pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan



hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan, artinya
bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah tersebut memiliki kedudukan
yang sama atau sejajar dan tidak saling membawahi.

Adapun tujuan dibentuknya Undang-Undang pemerintahan daerah ini
adalah agar daerah dapat secara mandiri menyelenggarakan pemerintahan
daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonessia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) Negara kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kebupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18
ayat (2) pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 1 angka:

(2) Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.



(4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

(25) Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan

nama lain adalah Perda Provinsi dan/atau Perda Kabupaten/Kota.

(32) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD,

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

Di dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa DPRD provinsi merupakan lembaga
perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam Pasal 96 DPRD memiliki fungsi
pembentukan perda provinsi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi DPRD
dipertegas dalam Pasal 97 mengenai tugas dan wewenang menegaskan bahwa:

a. Membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui
rancangan Perda provinsi.
b. Mengajukan usul rancangan Perda Provinsi.
c. Menyusun program pembentukan Perda bersama Gubernur.
Kegiatan pengawasan bukanlah tujuan dari suatu kegiatan pemerintah, akan
tetapi sebagai salah satu sarana untuk menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan
suatu perbuatan atau kegiatan. Dalam hukum tata negara dan hukum

pemerintahan berarti untuk menjamin segala sikap tindak lembaga-lembaga



kenegaraan dan lembaga-lembaga pemerintahan (Badan dan Pejabat Tata usaha
Negara) berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan tercela yang dilakukan oleh aparat pemerintah tendensinya akan
menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena perbuatan tersebut. Demi
keadilan perbuatan yang demikian ini pasti tidak dikehendaki adanya.
Menyadari hal ini, Negara selalu akan berusaha untuk mengendalikan aparatnya
jangan sampai melakukan perbuatan yang tercela ini. Sehubungan dengan ini,
diadakanlah suatu sistem pengawasan (control system) terhadap perbuatan
aparat pemerintahan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan
yang merugikan masyarakat, setidaknya menekan seminimal mungkin
terjadinya perbuatan tersebut.t

Mengenai Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur di dalam Pasal
309 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Di
dalam Pasal 311 ayat (1) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang
APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada
DPRD sesuai waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdapat dalam Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 320 ayat (1) Kepala daerah menyampaikan

! Muchsan. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintahan dan
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesi, Liberty, Yogyakarta, 2007, hIm.36.



rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

Fungsi pengawasan DPRD seharusnya memberikan suatu tujuan
tercapainya pemerintahan yang baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang
hendak dicapai. Kepala daerah untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa
peraturan perundangundangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala
daerah dan atau keputusan kepala daerah. DPRD dalam menjalankan fungsi
pengawasannya jika ada suatu peraturan kepala daerah yang bertentangan
dengan Perda, DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut atau
membatalkan peraturan kepala daerah tersebut. dengan kata lain fungsi
pengawasan tidak didukung dengan tindakan penegakan hukum. Seharusnya
fungsi pengawasan DPRD juga harus bersifat pengawasan represif, sebagai
pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi
untuk mencapai tujuannya.

Salah satu tugas anggota DPRD Lampung adalah menentukan atau
menyusun anggaran daerah. Hal ini merupakan inti eksistensi lembaga daerah
tersebut dalam pelaksanaan kewajibannya melaksanakan tugas yang
dibebankan rakyat daerah dalam pemilihannya. APBD adalah merupakan
perkiraan pendapatan daerah dalam masa satu tahun anggaran, yang
diwujudkan dalam bentuk angka dan juga merupakan perpaduan keinginan

rakyat daerah tersebut.



Dalam Pasal 101 huruf ¢ Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23
Tahun 2014 disebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD
provinsi. Oleh karena itu perlu adanya tugas dan wewenang yang dipikul oleh
anggota DPRD Provinsi Lampung, tentunya tugas terhadap pembangunan
daerah Provinsi Lampung sendiri. Kemudian tugas mengenai pengelolaan ini,
dibuat dalam bentuk perkiraan angka-angka jumlah pendapatan dan biaya
pengelolaan untuk melaksanakan Sistem Pemerintahan Provinsi Lampung.

Mengenai tugas dan wewenang dalam penetapan APBD Provinsi Lampung
oleh DPRD Provinsi Lampung diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan
Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang disebutkan dalam
Pasal 18 yaitu, bersama-sama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota
menetapkan Anggaran dan Belanja Daerah.

Kepala Daerah Provinsi Lampung sebagai pimpinan eksekutif daerah
Lampung bersama-sama dengan staffnya merencanakan dan menyusun setiap
Rancangan APBD. Selanjutnya rancangan tersebut disampaikan pada lembaga
legislative daerah Provinsi Lampung, dan lembaga daerah inilah yang akan
membahas lebih mendalam, agar supaya nanti dalam hasil penetapannya
menjadi APBD, betul-betul sesuai dengan kemampuan dan kepentingan
masyarakat Lampung.

Kenyataan yang ada selama ini, sebelum adanya Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 vyaitu sebelum adanya reformasi, kita ketahui bahwa peranan

Pemerintah Lampung sangat dominan. Artinya seakan-akan Rancangan APBD



hanya langsung diberi cap persetujuan oleh para anggota DPRD tanpa adanya
pertimbangan yang lebih jauh. Dengan adanya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan
peranan atau kinerja anggota DPRD khususnya Provinsi Lampung berjalan
dengan baik, serta sesuai dengn harapan masyarakat Lampung.

Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah mengatakan bahwa Perangkat Daerah provinsi terdiri atas sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan. Sekretariat DPRD
dalam organ pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dianggap sebagai salah
satu organisasi pelaku pembangunan yang diharapkan mampu memberikan
kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

Pada hakekatnya Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut dengan setwan
adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Dipimpin oleh seorang
sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara
administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Kedudukan Sekretariat
Dewan juga diatur dalam Pasal 396 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
tentang MPR, DPR, dan DPRD. Pada Pasal 396 ayat (1) menjelaskan bahwa
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD
provinsi, dibentuk sekretariat DPRD provinsi yang susunan organisasi dan
tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan sekretaris dewan yang



selanjutnya disebut sekwan secara administratif dibina oleh sekretaris daerah
(sekda), akan tetapi sekwan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD.

Posisi sekretariat dewan sangat strategis dalam pemerintahan. Organisasi di
bawah naungan Pemerintah Daerah yaitu sekda yang melayani kebutuhan para
anggota dewan. Anggota dewan yang hakekatnya sebagai wakil rakyat dilayani
oleh pemerintah, sebagai bentuk tanggungjawab dan tugas dari pemerintah
sendiri. Sekretariat dewan sangat membantu dan menunjang kinerja anggota
DPRD. Langkah ini dilakukan untuk penguatan peran DPRD yang merupakan
bagian dari tuntutan reformasi politik dalam rangka membangun sistemyang
lebih demokratis.? Karena tugas pokok dari pemerintah adalah memfasilitasi
rakyatnya. Fasilitas ini semata-mata untuk menunjang kinerja wakil rakyat
dengan tujuan agar semakin produktif dan berkualitasnya kebijakan dan produk
hukum yang dihasilkan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD
Provinsi Lampung dibentuk Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Pegawai
dalam lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung adalah pegawai negeri
sipil yang diangkat oleh Gubernur Provinsi Lampung dan mendapat persetujuan
bersama dari pimpinan DPRD. Keberadaan sekretariat dewan Provinsi Lampung
adalah untuk melayani dan memfasilitasi kinerja dari anggota DPRD Provinsi
Lampung. Pelayanan sekretariat dewan dalam bentuk materiil serta dalam

bentuk fasilitas yang selalu ditingkatkan. Sekretariat dewan Provinsi Lampung

2 Valina Singka Subekti, Menyusun Konstitusi Transisi, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2007, him. 242.



dalam tugasnya secara administratif mengatur dan mempersiapkan keperluan
rapat anggota dewan selalu ditingkatkan dan dimaksimalkan. Pelayanan yang
diberikan sekretariat dewan Provinsi Lampung meliputi urusan administrasi,
keuangan, serta urusan rumah tangga dalam DPRD Provinsi Lampung.

Adanya sekretariat DPRD Provinsi Lampung diharapkan akan membantu
kinerja anggota DPRD. Kebutuhan dan keperluan rapat anggota dewan tentang
peraturan perundang-undangan, sebagai bahan dalam rencana pembentukan
produk-produk DPRD, persiapan rapat dan kunjungan kerja. Ditingkat DPRD
Provinsi, sekwan berasal dari pegawai pemerintahan daerah. Susunan organisasi
dan tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ditetapkan dengan Peraturan
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2014, Sekretariat DPRD
mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD,
menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli
yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya yang dibebankan
dalam APBD.

Berdasarkan hal-hal seperti yang telah dikemukakan di atas maka penulis
mencoba membahasnya secara umum mengenai fungsi DPRD tersebut dalam
sebuah tulisan skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN SEKRETARIAT
DEWAN DALAM MENUNJANG KINERJA DPRD PROVINSI

LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015”.



B. Rumusan Masalah
Dari paparan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa

permasalahan yang akan dibahsas yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Sekretariat DPRD dalam Sistem Pemerintahan
Daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah?

2. Bagaimana peran Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD
Provinsi Lampung tahun anggaran 2015?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data akan menjadi acuan
utama dalam menjawab rumusan masalah yang telah di buat oleh penulis sebagai
objek penelitian.

Adapun secara spesifik tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui kedudukan Sekretariat DPRD dalam Sistem
Pemerintahan Daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah.

b. Untuk mengetahui peran Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja

DPRD Provinsi Lampung tahun anggaran 2015.

D. Kerangka Teoritis

Pada umumnya pemakaian pengertian pengawasan lebih sering dipergunakan

dalam hubungannya dengan manajemen, oleh karena itu secara terminologis, istilah
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pengawasan disebut juga dengan istilah controlling,evaluating, appraising,
correcting maupun kontrol 3

Menurut Muchsan pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu
pelaksanaan tugassecara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas
pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur
yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berujud suatu rencana/plan).*
Sedangkan Bagir Manan,® memandang kontrol sebagai “Sebuah fungsi dan
sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol, atau hak kontrol. Kontrol
mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan bertalian dengan
pembatasan dan pengendalian bertalian dengan arahan (directive)”.

Ditinjau dari segi saat/waktu dilaksanakannya suatu kontrol atau pengawasan,
menurut Paulus Effendi Lotulung,® kontrol dapat dibedakan menjadi dua jenis,
yaitu Kontrol A-Priori dan Kontrol A-Posteriori. Dikatakan sebagai Kontrol A-
Priori, bilamana pengawasan itu dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu
keputusan atau Kketetapan pemerintah ataupun peraturan lainnya yang
pengeluarannya memang menjadi wewenang pemerintah. Dalam hal ini tampak
jelas unsur preventif dari maksud kontrol itu, sebab tujuan utamanya adalah
mencegah atau menghindari terjadinya kekeliruan. Sebaliknya, Kontrol A-

Posteriori adalah bilamana pengawasan itu terjadi sesudah terjadinya

3 Muh Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan
Keuangan antara Pusat dan Daerah, Ull Press, Yogyakarta, 2006, him. 90.

* Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap,... Op.cit, him. 37.

® Bagir Manan, “Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga
Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif’, Makalah pada Forum Orientasi dan Tatap Muka
Tingkat Nasional Kosgoro, Cipanas-Cianjur, 26 Juli 2000, him. 1-2.

® Paulus Effendi Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum
Terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, him. Xvi-xxvii.
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tindakan/perbuatan/ketetapan Pemerintah atau sudah terjadinya tindakan/perbuatan
Pemerintah. Dengan kata lain,arti pengawasan disini adalah dititikberatkan pada
tujuan yang bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah,
unsur penyelenggaran pemerintahan daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. Ternyata fungsi DPR,
DPRD Privinsi, DPRD Kabupaten/Kota diseragamkan. Hal ini dirinci lagi dalam
Penjelasan Pasal 61 dan Pasal 77 UU Nomor 22 Tahun 2003. Dirumuskan bahawa
“yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan
fungsi DPRD Provinsi untuk membentuk peraturan daerah provinsi bersama
gubernur”.

Susunan keanggotaan DPRD Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan
56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Jo. Pasal 290 dan 294 Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009. Menyebutkan “DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai
politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan pemilihan umum”. Dalam
rangka penyesuaian anggota DPRD provinsi ditetapkan berjumlah sekurang-
kurangnya 35 (tiga puluh lima)orang dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) orang.
Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Mendagri atas nama
Presiden. Masa jabatan DPRD Provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir saat
anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.’

DPRD Provinsi DPRD mempunyai fungsi, yaitu

" Sirojul Munir, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Genta Publishing,
Yogyakarta, 2013, him. 299-300.
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a) pembentukan Perda provinsi;
b) anggaran; dan
c) Pengawasan
Adapun tugas dan wewenang DPRD sesuai isi Pasal 101, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ialah:

a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;

b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang
APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD
provinsi;

d. memilih gubernur;

e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden
melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan
pemberhentian;

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah
provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;

i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain
atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi;

dan
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J. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Disebutkan juga bahwa selain tugas dan wewenang seperti disebut di atas
DPRD mempunyai tugas dan wewenang lain sebagaimana diatur dalam undang-
undang lainnya. Sejajar dengan tugas dan wewenang DPRD Provinsi juga tugasdan
wewenang DPRD Kabupaten/Kota nyaris sama dengan mengganti kata Provinsi
dengan Kabupaten/Kota, kata Gubernur/Wakil Gubernur dengan Bupati/Wakil
Bupati, Walikota/Wakil Walikota.®?

Esensi pemerintahan daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki
dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga pemerintahanya. Kewenangan
pemerintah daerah tersebut akan berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan yang menyangkut pemerintahan
daerah telah diakomodasikan dalamPasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya. Di
dalamnya mengakui adanya keragaman dan hak asl-usul yang merupakan bagian
dari sejarah panjang bangsa Indonesia.®

Pelaksanaan pemerintahan daerah dikenal dengan tiga prosedur atau azas
penting yaitu azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam
undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah, seperti Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 terdapat ketiga azas penting ini sebagai landasan

diberlakukannya otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8 Sirojul Munir, Hukum Pemerintahan Daerah,... Op.cit. him. 311-312.
°Ibid. HIm. 94-95.
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Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurusi
sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.
Kekuasaan pemerintah pusat tidak berarti terganggu dengan adanya kewenangan
pada daerah otonom yang diberikan otonomi yang luas dan tidak bermakna
mengurangi kekuasaan pemerintah pusat.®

Sesuai dengan isi Pasal 309 UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan
Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang
mengenai keuangan Negara. Hal ini adalah logis mengingat Anggaran Daerah di
samping Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah berasal dari Dana Alokasi Umum
(DAU) yang dianggarkan untuk setiap daerah dalam APBN. Daerah (Provinsi,
Kabupaten, Kota) dapat menyusun APBDnya setelah mendapatkan konfirmasi
Dana Alokasi Umum yang didapat pada Tahun Anggaran dari Pemerintah
Pusat.Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.Adapun penggunaaan Dana Alokasi Umum ditetapkan
oleh Daerah dalam APBD setiap daerah yang bersangkutan.

Rumusan tentang keuangan Daerah yang terdapat dalam Pasal 279 UU Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun
2014 tentang Prinsip Kebijakan Perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat

dan Daerah mengandung konsekuensi pengaturan yang lebih rumit dan bervariasi

10 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum,
Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, him. 79.
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setiap tahunnya. Untuk memudahkan Daerah mengelola keuangan Daerah, maka
sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, dalam Pasal 284 disebutkan: “(1)
Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan
mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang

dipisahkan”.

E. Metode Penelitian
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Objek Penelitian
Objek dari penelitian ini adalah kedudukan Sekretariat DPRD dalam
menunjang kinerja DPRD Provinsi Lamapung tahun anggaran 2015.
2. Subyek penelitian
Subyek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung dan para anggota DPRD di Provinsi Lampung periode
2015-2019 dan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang
memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan penelitian yang
diangkat dalam skripsi ini.
a. Sekretariat DPRD
b. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung
3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder.
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a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari ketentuan
hukum dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan penelitian ini adalah:

1. UUD Negara Republik Indonesia 1945

2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

3. UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku,
literatur-literatur tertulis, karya ilmiah, jurnal atau hasil penelitian yang
berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi
kepustakaan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
mengadakan tanya jawab dengan narasumber yang menjadi subyek penelitian.
Wawancara dilakukan untuk mendapat data primer sedangkan studi
kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari
dokumen dan bahan-bahan hukum tertulis lain yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan diteliti.

5. Pendekatan yang Digunakan
Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami
objek penelitian. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan

yuridis empiris, ialah pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau
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perundang-undangan yang mengatur tentang DPRD, Sekretariat & Sekretaris
Dewan dan melihat peran Sekwan dalam menunjang kinerja DPRD Provinsi
Lampung. Disamping itu, digunakan pula pendekatan perundang-undangan
untuk melihat kedudukan Sekretariat DPRD dalam Sistem Pemerintahan
Daerah.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan
temuan-temuan penelitian dengan prespektif atau sudut pandang tertentu baik
yang disajikan dalam bentuk narasi. Kegiatan analisis ini merupakan proses
untuk merumuskan kesimpulan atau generalisasi dari pertanyaan penelitian

yang diajukan.

F. Sistematika Penulisan

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan secara garis besar latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode

penelitian serta sistematika penulisan.

BAB I TINJAUAN  UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH,
LEMBAGA PERWAKILAN DAERAH DAN PERANGKAT

DAERAH
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BAB Il KEDUDUKAN DAN PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM
MENUNJANG KINERJA DPRD PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2015
Kedudukan Sekretariat DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah
dan peran Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD
Provinsi Lampung tahun anggaran 2015

BAB IV PENUTUP

Bab ini secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan

berdasarkan pembahasan serta saran-saran.
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BAB I1

TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, LEMBAGA

PERWAKILAN DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH

A. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah

tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun pada negara ederasi.

Di negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas daripada di negara yang

berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di

negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa

urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti‘!:

1.

2.

3.

4.

5.

Hubungan luar negeri;
Pengadilan;

Moneter dan keuangan;
Pertahanan dan keamanan,

Agama

Negara federal merupakan negara bagian yang melaksanakan otonomi

secara lebih luas karena negara bagian dapat mengurus peradilan dan keamanan

sendiri.’?

Bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas dapat digolongkan, yaitu sebagai

otonomi terbatas apabila: Pertama; urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan

1pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah
12 B.N Marbun, DPRD & Otonomi Daerah, Pustaka Sinar Harapan, 2005, him. 1.
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secara katagoris dan perkembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula.
Kedua; apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa,
sehingga daerah otonomkehilangan kemandirian untukmenentukan secara bebas
cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga; sistem
keuangan antara ousat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan
kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi
daerah.®

Otonomi luas biasa bertolak pada prinsip: Semua urusan pemerintahan pada
dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah kecuali yang ditentukan sebagai
urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham
negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya. Segala
aspek kehidupan bermasyarakat, terutamayang berkaitan dengan pelayanan urusan
dan kepentingan umum, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya
mungkin dapat menjadi urusan pemerintahan. Salain sangat luas, urusan
pemerintahan dapat senantiasa meluas sejalan dengan meluasnya tugas negara dan
atau pemerintahan untukmewujudkan kesejahteraan umum. Sejalan dengan prinsip
residual diatas, maka dengan sendirinya urusan rumah tangga daerah menjadi
sangat luas dan setiap saat mungkin meluas.

Prinsip urusan rumah tangga daerah di atas, beserta kecenderungannya
yang semakin meluas akibat perkembangan fungsi layanan, dapat dikatakan

berkembang secara terbalik dengan pembagian urusan pemerintahan dalam negara

13Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH U,
Yogyakarta, 2001, him. 37-38.
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federal. Telah dikemukakan, prinsip residual powers pada negara bagian dalam
sistem federal mengalami berbagai modifikasi. Pertama; ada negara-negara federal
yang sejak semula menentukan secara katagoris urusan pemerintahan negara
bagian. Urusan yang selebihnya atau residu menjadi urusan federal. Kedua; terjadi
proses sentralisasi pada negara federal yang semulamenetapkan segala sendi urusan
pemerintahan pada negara bagian bergeser menajdi urusan federal. Perbedaan
kecenderungan atau perbedaan perjalanan arah antara otonomi dan federasi di atas,
menjadi satu titik temu persamaan anatar sistem negara kesatuanberotonomidengan
sistem negara federal.**

Dalam literatur pemerintahan dikenal 3 sistem otonomi:*®

a. Otonomi formil

Yaitu suatu sistem otonomi dimana yang diatur adalah kewenangan-

kewenangan pemerintah pusat yang dipegang oleh pemeritah pusat (seperti:

pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, peradilan, dan moneter fisikal

dan keuangan lainnya). Kewenangan daerah otonom adalah kewenangan yang

diluar kewenangan pemerintah pusat tersebut.

b. Otonomi materiil

Merupakan kewenangan-kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan
oleh eksplisit disebutkan satu persatu (biasanya diatur dalam Undang-Undang
Pembentukan Daerah Otonom). Kewenangan daerah otonom adalah

kewenangan yang diluar kewenangan pemerintah pusat tersebut.

“1bid.
15B.N Marbun, DPRD & Otonomi,... Op.Cit, him.2.
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c. Otonomi Riil

Merupakan kewenangan-kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan oleh

pemerintah pusat, disesuaikan dengan kemampuan nyata dari daerah otonom

yang bersangkutan (seperti sumber daya manusia, pendapatan daerah,
pendapatan daerah regional bruto (PDRB), dll). Kewenangan daerah otonom
yang satu dengan daerah otonom lainnya tidak sama.

Konsep Otonomi Daerah, pada hakikatnya, mengandung arti adanya kebebasan
daerah untuk mengambil keputusan, baik politik maupun administratif, menurut
prakarsa sendiri. Dalam konteks ini maka kebebasan dalam mengambil keputusan
dengan prakarsa sendiri suatu hal yang niscaya. Oleh karena itu kemandirian daerah
suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat.
Ketidakmandirian daerah berarti ketergantungan daerah pada pusat.'®

Era reformasi memberi hikmah yang sangat besar kepada daerah-daerah untuk
menikmati otonomi daerah yang sesungguhnya. Di era OrdeBaru, daerah-daerah
begitu terkekang tidak memiliki kewenangan apa pun dalam melakukan
pembangunan daerah. Di era reformasi melalui UU No. 22 Tahun 1999, daerah
memiliki kebebasan dan berprakarsa untuk mengatur daerahnya sendri.t’

Salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan negara dan pemerintahan
sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
otonomi sebagai subsistem negara kesatuan. Mengingat kenyataan wilayah negara

dan kemajemukan yang sudah dikemukakan di muka dan hasrat untuk memberikan

18L_ili Romli, Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2007, him. 7.
bid, him. 13.
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kesempatan seluas-luasnya kepada daerah-daerah dan berbagai kesatuan
masyarakat hukum untuk berkembang secara mandiri,maka dalam perumahan
negara kesatuan Indonesia merdeka, perlu dibangun sendi penyelenggaraan
pemerintahan baru yang lebih sesuai yaitu desentralisasi yang berinti pokok atau
bertumpu pada otonomi.

Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintah untuk
mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan
ketatanegaraan (staatsrechtelijk), bukan hanya tatanan administrasi negara
(administratiefrechtelijk). Sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan
dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara. Fungsi kesejahteraan
harus diusahakan dilekatkan pada satuan-satuan pemerintahan yang lebih dekat
pada pusat-pusat kesejahteraan. Otonomilah sebagaiujung tombak usaha
mewujudkan  kesejahteraan  tersebut. Mengingat fungsi  kesejahteraan
akanmenghadapkan pemerintahan pada kenyataan konkret yang berbeda-beda
anatara daerah satu dengan daerah lain serta berkembang mengikuti
dinamikakebutuhan masyarakat setempat, maka dalam otonomi harus tersedia
ruang gerak yang cukup untukmelakukan kebebasan menajalankan pemerintahan.
Untuk memungkinkan penyelenggaraan kebebasan tersebut dan sekaligus
mencerminkan otonomi sebagai satuan dempkratis, maka otonomi senantiasa
memerlukan kemandirian atau keleluasaan.'®

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara

kesatuan yang berbentuk Republik. Dimana dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa

18 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi,... Op.cit, him. 21-26 .
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sebagai negara kesatuan Indonesia mempunyai daerah dan dalam daerah tersebut
ada yang bersifat otonom dan bersifat administrasi. Pemerintahan daerah
merupakan suatu pemerintahan otonom dalam negara kesatuan republik Indonesia.
Adapun dasar Pemerintahan Daerah ada pada Pasal 18 UUD 1945 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.!® Salah satu esensi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945
adalah keberadaan daerah otonom dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang didasarkan pada asas desentralisasi.?’

Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan negara tidak dibagi
antara Pemerintah Pusat (central goverment) dengan pemerintah lokal (local
goverment) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara
kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (eenheid) dan bahwa pemegang
kekuasaan tertinggi di negar itu adalah Pemerintah Pusat. Di dalam negara
kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pada dasarnya tetap
berada ditangan Pemerintah Pusat. Tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia
menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka tugas-tugas tertentu
yang diurus oleh pemerintah lokal sendiri. Hal ini, apada gilirannya, akan
menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan
pengawasan.?!

Otonomi yang sudah dilimpahkan ke daerah harus dapat dirasakan oleh

masyarakat dalam wujud yang konkret berupa peningkatan pelayanan publik,

19 Ni’matul Huda, Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, him. 54.
21bid, him. 3.
2bid, him. 54-55.
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ketersediaan fasilitas umum yang memadai dan terjangkau oleh seluruh lapisa
masyarakat, peningkatan kesejahteraan hidup bagi seluruh masyarakat di daerah,
serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan suasana yang demokratis di daerah
semakin berkembang, juga keterjalinan komunikasi yang seimbang dan berkualitas
antara Pemerintahan Daerah, DPRD dan masyarakat, dalam mendorong kesuksesan
otonomi itu sendiri.??

Ketetapan MPR No0.XV/MPR/1998 menjelaskan bahwa negara harus
menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelesaikan
pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali
kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,moneter
dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah. Keleluasaan otonomi juga mencakup kewenangan yang utuh
dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari pelaksanaan sampai dengan
evaluasi.

Otonomi yang nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan
kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada, diperlukan,
tumbuh, dan berkembang di Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi
yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai
konsekuensi yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian
otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang

semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta

22|bid, him. 71.
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pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah, serta antara Daerah
dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.?

Otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah
tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara
kesatuan Republik Indonesia.

1. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan

Negara Indonesia adalah negara yang menganut bentuk Negara Kesatuan
(Unitary), dalam sistem Pemerintahan Daerah di Negara Indonesia telah
mengadopsi prinsip-prinsip Federalisme seperti otonomi daerah.?* Konsep otonomi
daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam negara federal, dimana pada umumnya
dipahami bahwa dalam sistem federal, konsep kekuasaan asli atau kekuasaansisa
(residual power) berada didaerah atau bagian, sedangkan dalamsistem kesatuan
(unitary), kekuasaan asli atau kekuasaan sisa itu berada di pusat sehingga terdapat
pengalihan kekuasaan pemerintah dari pusat kedaerah padahal dalam negara
kesatuan idealnya semua kebijakan terdapat di tangan Pemerintah Pusat.?®

Pada pronsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan
mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di
tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah

pusat dialihkan dari tingkat pusatke Pemerintahan Daerah sebagaimana mestinya,

Z1bid, him. 81.

24 Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Total Media,
Yogyakarta, 2013, him. 61

% Baca makalah Jimly Asshiddigie, Otonomi Daerah dan Parlemen Di
Daerah,www.legalitas.org, Sabtu, 21 April 2007.
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sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota
diseluruh Indonesia.

Semangat pemerintah dalam pemberian otonomi dari waktu ke waktu terus
berubah, dari otonomi dengan nuansa demokratis ke otonomi yang bercirikan
liberal, dilanjutkan ke “otonomi seluas-luasnya”, selanjutnya kepada”otonomi yang
nyata dan bertanggung jawab” dan terakhir dalam Undang-Undang Pemerintahan
yang baru, digunakan konsep “otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab”.2
sampai munculnya Undang-undang Pemerintahan Daerah yang baru yaitu Undang-
Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan
Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjanjikan otonomi yang seluas-
luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi yang nyata dan
bertanggung jawab.

Selanjutnya dalam Ketentuan Umum Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Tentang hak otonomi daerah kiranya tidak perlu
diragukan, bahwa pemerintah akan terus dan konsekuen menjalankan politik
desentralisasi yang kelak akan menuju ke arah tercapainya desentralisasi teritorial,

yang meletakkan tanggung jawab teritorial riil dan seluas-luasnya. Urusan-urusan

26 Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah,... Op.cit, him. 63.
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yang masih ada dalam kekuasaan atau termasuk wewenang pemerintah pusat
secaraberangsur-angsur dialihkan menjadi tugas dan kewenangan daerah.?’

Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan
teori pemerintahan lokal (lokal goverment) dan bagaimana aplikasinya dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Local goverment merupakan
bagian negara, maka konsep local goverment tidak dapatdilepaskan dari konsep-
konsep tentang kedaulatan negara dalam sistem unitary dan federal serta
sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.?

2. Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berbicara landasan asas pelaksanaan pemerintahan daerah, akan dijumpai tiga
asas pokok yang selama ini sering digunakan banyak negara, yakni asas
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (medebewind).

a. Asas Desentralisasi

Pemaknaan asas desentralisasi menjadi perdebatan dikalangan para pakar, dari
pemaknaan para pakar tersebut Agus Salim Andi Gadjong mengklasifikasikan
desentralisasi sebagai berikut:

1) Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke

daerah
2) Desentralisasi sebagai pelimbahan kekuasaan dan kewenangan
3) Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian

kekuasaan dan kewenangan

?"Ibid, hIm. 65.
8|bid, him. 67.
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4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah

pemerintahan.

Menurut R.G Kartasapoetra, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan
dari pemerintahan pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.
Penyerahan ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan serta
sebagai pendemokratisasian pemerintahan, untuk mengikutserakan rakyat
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.?®

Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari
pemerintah negarakepada pemerintah lokaluntuk mengatur dan mengurus urusan
tertemtu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Amrah Muslimin mengartikan
desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-
golongan masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya
sendiri. Irawan Soejito mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan
Pemerintah kepadapihak lain untuk dilaksanakan.*

Lebih jauh Amrah Muslimin membedakan desentralisasi menjadi tiga macam,
yaitu: desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, dan
desentralisasikebudayaan. Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan
dari Pemerintah Pusat, yang menimbulkanhak mengurus kepentingan rumah tangga
sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah,yang dipilih oleh rakyat dalam

daerah-daerah tertentu.

21bid, him. 75.
30Ni’matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, FH UIl Press,
Yogyakarta, 2010,him. 33.
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Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan pada
golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan kepentinganmasyarakat,
baik terikat ataupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus kepentingan
irigasi bagi golongan tani dalam suatu atau beberapa daerah tertentu.

Desntralisasi kebudayaan memberikan hak kepada golongan-golongan kecil
dalam masyarakat (minorotas) menyelenggarakan kebudayaannya sendiri
(mengatur pendidikan,agama,dll).®

Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan
baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena
dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan:?

1) Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai

perubahan yang terjadi dengan cepat;

2) Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan

lebih efisien;

3) Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;

4) Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih

tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi
berasal dari penggalan dua kata bahasa Y unani,yakni autos yang berarti sendiri dan
nomos yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-

undangan sendiri, namundalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain

#bid,
32 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi,... Op.cit, him.174.
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mengandung arti membuat Perda-perda, juga utamanya mencakup pemerintahan
sendiri.®

Beberapa pandangan tersebut, dengan jelas menafsirkan bahwa dimensi makna
desentralisasi melahirkan sisi penyerahan kewenangan pembagian kekuasaan,
pendelegasian kewenangan, dan pembagian daerah dalam struktur pemerintahan di
negara kesatuan. Penyerahan,pendelegasian dan pembagian kewenangan dengan
sendirinya menciptakan kewenangan pada pemerintah daerah dalam pelaksanaan
pemerintahan di daerah, yang didahului pembagian daerah pemerintah dalam
bingkai daerah otonom.

Pendelegaisan wewenang dalam desentralisasi bersifat hak dalam menciptakan
peraturan-peraturan dan keputusan penyelenggaraan lainnya dalan batas-batas
urusan yang telah diserahkan kepada badab-badan otonom itu. Jadi pendelegasian
wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga di pusat
dengan lembaga-lembaga otonomi di daerah, sementara pendelegasian dalam
dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat di daerah.>*

b. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah
otonom sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dalam
kerangka negara kesatuan dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat
memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu

mengenai pengamblan atau pembuatan keputusan. Sebab terjadinya penyerahan

33 Ni’matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan... Op.cit,him. 44.
#Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah,... Op.cit, him.77.
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wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat atau aparatnya untuk
melaksanakan wewenang tentu dilakukan daalam rangka menyelenggarakan urusan
pemerintahan pusat di daerah, sebab pejabat-pejabat atau aparatnya merupakan
wakil pemerintah pusat di daerah yang bersangkutan.®

Dekonsentrasi merupakan salah satu jenis desentralisasi, dekonsentrasi sudah
pasti desentralisasi, tetapi desentralisasi tidak selalu berarti dekonsentrasi. Stronk
berpendapat bahwa dekonsentrasi merupakan perintah kepada para pejabat
pemerintah atau dinas-dinas yang bekerja dalamhirarki dengan suatu badan
pemerintahan untuk mengindahkan tugas-tugas tertentu dibarengi dengan
pemberian hak mengatur dan memutuskan beberapa hal tertentu dengan tanggung
jawab terakhir tetap berada pada badan pemerintahan sendiri.

Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat menjalankan atau
melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang
berbentuk peraturan, yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan atau
membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakannya sendiri pula.
Pendelegasian dalam dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat
di daerah Pemerintahan Pusat kepada petugas perseorangan pusat di Pemerintahan
Daerah.

Menurut pendapat Laica Marzuki dekonsentrasi merupakan ambtelijke
decentralisastie atau delegative van bevoegdheid, yakni pelimpahan kewenangan
dari alat perlengkapan Negara di pusat kepada instansi bawahan,guna

melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.

*|bid,hlm 78
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Pemerintah Pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan
melaksanakan tugas atas nama Pemerintah Pusat .3

Jadi, dekonsentrasi diartikan sebagai penyebaran atau pemancaran kewenangan
pusat kepada petugasnya yang tersebar di wilayah-wilayah untukmelaksanakan
kebijaksanaan pusat. Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat
menjalankan atau melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan
pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan yang tidak dapat berprakarsa
menciptakan peraturan dan atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk
kemudian dilaksanakan sendiri pula.®’

c. Asas Medebewind (Tugas Pembantuan)

Tugas pembantuan (Medebewind) adalah keikutsertaan pemerintah daerah
untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih
tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi,
akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang tertususun
secara vertikal. Jadi Medebewind merupakan kewajiban-kewajiban untuk
melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya becirikan
tiga han yaitu:3

1) Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah

otonom untuk melaksanakannya.

2) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu mempunyai

kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan

*Ibid,
%" 1bid, him.79.
% 1bid, him.80.
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daerahnya sepanjang peraturan mengharuskannya memberi kemungkina
untuk itu.

3) Yang dapat diserahi urusan Medebewind hanya daerah-daerah otonom saja,

tidak mungkin alat-alat pemerintahan lain yang tersusun secara vertikal.

Walaupun sifat tugas pembantuan hanya bersifat “membantu” dan tidak
dalamkonteks hubungan “atasan-bawahan”, tetapi dalam penyelenggaran
pemerintahan di daerah tidak mempunyai hak untuk menolak. Hubungan ini timbul
oleh atau berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan
perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Daerah terikat melaksanakan peraturan
perundang-undangan, termasuk yang diperintah atau diminta dalam rangka tugas
pembantuan. Jadi, tugas pembantuan (medebewind) merupakan kesempatan
(penugasan) yang dengan pelaksanaan umum, bukan untuk menetapkan peraturan

sendiri atau peraturan lokal/daerah.*

B. Lembaga Perwakilan Daerah

Lembaga perwakilan merukapan suatu kembaga yang mewakili suatu
kelompok yang lebih besar dan lembaga perwakilan tersebut bertugas mewakili
kepentingan kelompok yang lebih besar tersebut. Yang dilakukan lembaga
perwakilan adalah untuk kepentingan apa yang diwakilinya. Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah atau yang sering disebut DPRD adalah salah satu lembaga

perwakilan yang ada di setiap daerah.

% 1bid, him.80.
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Anggota DPRD seperti halnya anggota DPR terdiri dari anggota yang diangkat
dan yang dipilih. Anggota yang diangkat mewakili TNI dan POLRI, sedangkan
anggota yang dipilih mewakili partai politik. Semestinya seluruh anggota DPRD
demikian juga DPRdipilih langsung dalam pemilihan umum. Keanggotaan yang
diangkat bertentangan dengan UUD 1945. Tidak ada perwakilan fungsional dalam
DPRD (maupun DPR). Perwakilan di DPRD (dan DPR) adalah perwakilan politik
yang langsung mewakili rakyat dan diisi dengan pemilihan umum. Selain perluasan
fungsional, keanggotaan yang diangkat merupakan wadah bagi peran TNI/POLRI
untuk mewujudkan dwi fungsi. TNI/POLRI menjadi unsur kekuatan politik yang
turut serta dalam kegiatan politik yang merasa berhak mempunyai perwakilan
tersendiri di badan perwakilan rakyat. Apabila kelak, peran politk TNI/POLRI yang
bersifat organik dan mandiri ditiadakan, maka tidak diperlukan lagi wakil
TNI/POLRI tersendiri di badan perwakilan rakyat.*°

Jumlah anggota DPRD propinsi ditentukan sekurang-kurangnya 35 orang dan
paling banyak 100 orang. Anggota DPRD Kabupaten atau Kota, sekurang-
kurangnya 20 orang dan paling banyak 50 orang. Jumlah ini tergantung pada jumlah
penduduk masing-masing propinsi, kabupaten dan kota. Propinsi yang
berpendudukan kurang dari tiga juta, mendapat 45 kursi. Penduduk tiga sampai
lima juta orang, mendapat 55 kursi. Penduduk lima sampai tujuh juta orang,
mendapatkan 65 kursi. Penduduk tujuh sampai sembilan juta orang mendapatkan
75 Kursi. Penduduk sembilan sampai dua belas jutaorang, mendpatkan 85kursi.

Penduduk di atas dua belas juta orang mendapat 100 kursi.Kabupaten atau kota

“9Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi,... Op.cit, him. 111.
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yang berpenduduk sampai seratus ribu orang, mendapat 20 kursi. Penduduk lebih
dari seratus ribu sampai dua ratus ribu, mendapat 25 kursi. Penduduk lebih dari dua
ratus ribu sampai tiga ratus ribu sampai empat ratus ribu, mendapat 35 kursi.
Penduduk lebih dari empat ratus ribu sampai lima ratus ribu, mendapat 40 kursi.
Dan penduduk lebih dari lima ribu, mendapat 45 kursi.*!

Syarat umum keanggotaan DPRD sama dengan syarat keanggotaan DPR. Telah
berumur 21 tahun dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berpendidiksn
serendah-rendahnya SLTP atau berpengalaman sederajat SLTP. Dapat berbahasa
Indonesi,cakap menulis dan membaca huruf latin. Setia pada cita-cita proklamasi
17 Agustus 1945, Pancasila dan UUD 1945. Bukan bekas anggota PKI dan atau
organisasi massa PKI. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan
pengadilan yang sudah bersifat tetap. Tidak sedang menjalani pidana yang diancam
pidana lima tahun atau lebih. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau
ingatannya. Anggota DPRD propinsi harus bertempat tinggal di propinsi
bersangkutan. Anggota DPRD kabupaten atau kota, harus bertempat tinggal di
kabupaten atau kota bersangkutan.*? Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah
5 (lima)tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yangbaru
mengucapkan sumpah/janji.

Sebelum memangku jabatan, anggota DPRD wajib mengucapkan sumpah atau
janji. Sumpah atau janji diucapkan dalam rapat paripurna DPRD bersangkutan.

Untuk anggota DPRD propinsi, dipandu Ketua Pengadilan Tinggi, sedangkan

“bid, him. 111.
*2|bid, him. 111.

37



anggota DPRD kabupaten atau kota dipandu Ketua Pengadilan Negeri.**Anggota
DPRD provinsi yang berhalangan mengucapkansumpah/janji bersama-sama,
mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi.

DPRD provinsi mempunyai fungsi, yaitu pembentukan Perda provinsi,
anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud dijalankan dalam
kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi. Fungsi pembentukan Perda
Provinsi dilaksanakan dengan cara:**

a. membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui

rancangan Perda Provinsi;

b. mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan

c. menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur.

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan
bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan
oleh gubernur. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan

RKPD;

b. membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi; membahas

rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD provinsi; dan

c. membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD

provinsi.

“1bid
4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 99.
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Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasanterhadap:*°

a.

b.

pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;
pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan
pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan.

Masing-masing DPRD sesuai dengan lingkungan jabatan-jabatannya

mempunyai tugas dan wewenang:*®

a.

b.

membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;

membahas dan memberikan persetujuan RancanganPerda Provinsi tentang
APBD Provinsi yang diajukanoleh gubernur;

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaanPerda Provinsi dan APBD
provinsi;

memilih gubernur;

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentiangubernur kepada Presiden
melalui  Menteri  untukmendapatkan  pengesahan  pengangkatan
danpemberhentian;

memberikan pendapat dan pertimbangan kepadaPemerintah Daerah
provinsi terhadap rencanaperjanjian internasional di Daerah provinsi;
memberikan persetujuan terhadap rencana kerja samainternasional yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerahprovinsi;

45

100.

35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 101.
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h. meminta laporan keterangan pertanggungjawabangubernur dalam
penyelenggaraan PemerintahanDaerah provinsi;

i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja samadengan Daerah lain
atau dengan pihak ketiga yangmembebani masyarakat dan Daerah provinsi;
dan

j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diaturdalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, DPRD mempunyai hak, yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak
menyatakan pendapat.Hak interpelasi sebagaimana dimaksud adalah hak DPRD
provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan
Pemerintah Daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Hak angket sebagaimana dimaksud adalah
hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah
Daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan
masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud
adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan
gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah provinsi disertai
dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak

interpelasi dan hak angket.*’

4"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106.
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Anggota DPRD provinsi berkewajiban:*

a.

b.

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republikindonesia Tahun
1945 dan menaati ketentuan peraturanperundang-undangan;
mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dankeutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

mendahulukan kepentingan negara di atas kepentinganpribadi, kelompok,
dan golongan;

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraanPemerintahan Daerah;
menaati tata tertib dan kode etik;

menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja denganlembaga lain dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerahprovinsi;

menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melaluikunjungan kerja
secara berkala;

menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduanmasyarakat; dan
memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politiskepada

konstituen di daerah pemilihannya.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD

provinsi serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi, dibentuk fraksi sebagai

wadah berhimpun anggota DPRD provinsi. Setiap anggota DPRD provinsi harus

menjadi anggota satu fraksi. Sekretariat DPRD provinsi menyediakan sarana,

“8Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 108.
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anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan
kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Fraksi mempunyai tugas menentukan dan mengatur segala sesuatu yang
menyangkut urusan fraksi, meningkatkan kualitas, kemampuan, efesiensi, dan
efektifitas kerja para anggota, dan melaksanakan kegiatan penyaringan dan
penetapan pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Fraksi-
fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal
yang dianggap perlu, berkenan dengan bidang tugas DPRD, diminta atau tidak
diminta.*

Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:

a. pimpinan;

b. badan musyawarah;

c. komisi;

d. badan pembentukan Perda Provinsi;

e. badan anggaran;

f. badan kehormatan; dan

g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentukoleh rapat paripurna.

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu olehsekretariat
dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atautim ahli. Ketentuan mengenai tata cara
pembentukan, susunan,serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRDprovinsi

diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentangtata tertib.>°

“Deddy Supriady Baratakusumah, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001, him. 243.
*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 110.
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Pimpinan DPRD bersifat kolektif terdiri dari unsur-unsur fraksi dan berurutan
berdasarkan besarnya jumlah Anggota Fraksi. Bersifat kolektif dalam hal ini berarti
tanggung jawab pelaksanaan tugas pimpinan merupakan tanggung jawab bersama
Ketua dan Wakil-wakil Ketua. Pimpinan DPRD terdiri dari seorang Ketua dan
paling banyak 3 orang Wakil Ketua. Apabila ada beberapa fraksi memiliki jumlah
anggota yang sama sehingga berhak untuk duduk dalam salah satu posisi Pimpinan
DPRD, maka penentuan tentang fraksi mana yang berhak duduk dalam Pimpinan
DPRD mengacu kepada mendahulukan fraksi yang tidak seorang pun anggotanya
diperoleh dari stambush accord, dan/atau mendahulukan fraksi yang memperoleh
sisa suara terbanyak dalam Pemilihan Umum.

Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalamrapat Paripurna yang dihadiri
oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota DPRD dari unsur-unsur fraksi.
Apabila jumlah anggota DPRD belum mencapai quorum, rapat ditunda paling
lamasatu jam. Apabila ketentuan tersebut belum tercapai, Rapat Paripurna diundur
paling lama satujam lagi. Apabila ketentuan di atas belum tercapai, tetapi unsur-
unsur fraksi telah ada, pemilihan Pimpinan DPRD tetap dilaksanakan. Calon
Pimpinan DPRD diusulkan oleh masing-masing Fraksi tersebut paling banyak 2
orang. Calon Pimpinan DPRD disampaikan kepada Pimpinan sementara DPRD
untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih. Calon yang berhak dipilih
ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD setelah dibahas bersama-
sama dengan fraksi-fraksi DPRD.

Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur

dan adil. Untuk melaksanakan Pemilihan Calon PimpinanDPRD, dibentuk Panitia
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Teknis Pemilihan yang terdiri dari unsur-unsur fraksi dan ditetapkan dengan
Keputusan Pimpinan Sementara DPRD. Calon Terpilih yang mendapat suara
terbanyak ditetapkan sebagai Ketua DPRD, sedangkan Calon lainnya ditetapkan
sebagai Wakil-wakil Ketua DPRD sesuai dengan urutan perolehan suara.®
Rapat-rapat DPRD dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Rapat tertutup
dapat diadakan menurut ketentuan tata tertib atau atas kesepakatan pimpinan.
Anggota DPRD tidak dapat dituntut karena pendapat atau ucapan dalam
persidangan (terbuka atau tertutup), kecuali kalau yang bersangkutan
mengumumkan jalan atau hasil rapat tertutup yang disepakati sebagai rahasia atau
sesuatu yang bersifat sebagai rahasia negara sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan terhadap anggota DPRD hanya
dapat dilakukan dengan izin menteri dalam negeri untuk anggota DPRD provinsi

dan izin gubernur untuk DPRD kabupaten atau kota, kecuali tertangkap tangan.®?

C. Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu Kepala Daerah dan DPRD perlu
dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Perangkat daerah
sebagaimana yang dimaksud diisi oleh pegawai aparatur sipil negara. Pengaturan

terhadap kelembagaan atau sering disebut Organisasi Perangkat Daerah, telah

!Deddy Supriady Baratakusumah, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan,...
Op.cit, him. 240.
*2 1bid, him. 128.
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diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Organisasi  Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan®?:

1) Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah.

2) Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.

3) Kemampuan keuangan Daerah.

4) Ketersediaan sumber daya aparatur.

5) Pengembangan pola kerjasama antar-Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai
dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintahan ini.
peraturanDaerah tersebut menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok,
fungsi dan struktur organisasi perangkat Daerah. Penjabaran tugas pokok dan
fungsi perangkat Daerah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.>*

Adapun struktur penyelenggaraan daerah terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 ayat (1) dan (2),

yaitu: Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

a. Sekretariat daerah;
b. Sekretariat DPRD;

c. Inspektorat;

*3|bid, him. 158.
>*Ibid.
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d. Dinas; dan

e. Badan.

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Inspektorat;

d. Dinas;

e. Badan; dan

f. Kecamatan.

Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah juga melaksanakan tugas pembantuan. Pembinaan dan
pengendalian penataan perangkat daerahdilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk
daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk daerah
kabupaten/kota. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda (peraturan
daerah). Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas danfungsi, serta tata kerja
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada (peraturan kepala daerah).>

Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang sekretaris daerah, mempunyai

tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209
ayat (3).
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mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.*®Sekretariat Daerah
Provinsi terdiri dari Asisten Sekretaris Daerah. Asisten Sekretaris Daerah terdiri
dari Biro. Biro terdiri dari Bagian, dan Bagian terdiri dari Sub-Bagian.®’

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat Daerah Provinsi mempunyai
fungsi:°®

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi.

b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan

c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana

pemerintahan Daerah Provinsi.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
Sekretaris Daerah provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris
Daerah provinsi dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat atas persetujuan Menteri. Masa jabatan penjabat sekretaris
Daerah sebagaimanadimaksud paling lama 6 (enam)bulan dalam hal sekretaris
Daerah tidak bisamelaksanakan tugas atau paling lama 3 (tiga) bulan dalamhal

terjadi kekosongan sekretaris Daerah.

%6Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, 2006, him. 75.

"Deddy Supriady Baratakusumah, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan,...
Op.cit, him. 163.

*8Ibid, hlm. 159.
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Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya
disebut Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD
Provinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada
Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Provinsi.*
Sekretariat DPRD Propinsi terdiri dari Bagian, sedangkan Bagian terdiri dari Sub-
Bagian.®

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang diangkat dan
diberhentikan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Sekretariat DPRD

mempunyai tugas, yakni:®

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;

2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;

3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

4. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat DPRD Provinsi mempunyai
fungsi:®?

a. Fasilitasi rapat anggota DPRD Provinsi.

*1bid, him. 162.

®lbid, him. 163

®1Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah,... Op.cit, him. 75.

®2Deddy Supriady Baratakusumah, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan,...
Loc.cit, 2001, him. 162.
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b. Pelaksanaan urusan rumahtangga dan perjalanandinas anggota DPRD
Provinsi.

c. Pengelolaan tata usaha DPRD Provinsi.

Inspektorat Daerah dipimpin olehinspektur.Inspektorat Daerah mempunyai
tugas membantu kepaladaerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan TugasPembantuan oleh
Perangkat Daerah.Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnyabertanggung
jawab kepada kepala daerah melalui sekretarisDaerah.®

Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah. Dinas daerah
dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari
pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala
dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.®*
Dinas Provinsi terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Sub-Dinas. Bagian Tata Usaha

terdiri dari Sub-Bagian,dan Sub-Dinas terdiri dari Seksi.®

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Provinsi mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis sesuia dengan lingkup tugasnya.
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.

c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

8Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 216

64Mohammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia,
Rineka Cipta, Jakarta, 2012, him. 206.

®Deddy Supriady Baratakusumah, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan,...
Loc.cit, him. 163.
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Untuk melaksanakan kewenangan propinsi yang masih ada di Kabupaten/Kota
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat dilaksanakan oleh
Unit Pelaksanaan Teknis Dinas. Untuk melaksanakan kewenangan yang diserahkan
oleh Kabupaten/Kota kepada propinsi, propinsi dapat membentuk unit kerja pada
Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya dapat terdiri dari satu atau beberapa
Kabupaten/Kota. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Kerja merupakan bagian
dari Perangkat Daerah Propinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan
secara operasional dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.®

Pada Pasal 217 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Dinas dapat diklasifikasikanatas:

a. dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;

b. dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi UrusanPemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah denganbeban kerja yang sedang; dan

C. dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi UrusanPemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah denganbeban kerja yang kecil.

Badan dibentuk untuk melaksanakanfungsi penunjang Urusan Pemerintahan
yang menjadikewenangan Daerah meliputi:

a. perencanaan;

b. keuangan;

c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

d. penelitian dan pengembangan; dan

®bid, him. 159.
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e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan.

Badan dipimpin oleh seorang kepala badan. Kepala badan mempunyai tugas
membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah. Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Kecamatan merupakan unsur bagian dari pemerintahan kabupaten/kota
yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagaian wewenang
bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Di samping itu
kecamatan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:®’

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;

c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat
kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemrintahan desa atau kelurahan.

67 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah,... Op.cit, him. 76.
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Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris

Daerah. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan.
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BAB |11
KEDUDUKAN DAN PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM

MENUNJANG KINERJA DPRD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

A. Kedudukan Sekretariat DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah
menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalammenjalankan tugasnya membutuhkan

dukungan dari pemerintah. Pemerintah sebagai pelayan dari masyarakat harus
memenuhi kewajibannya. Sebagai wakil dari masyarakat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah adalah bentuk badan perwakilan yang riil dalam suatu daerah,
dimana anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjuang untuk
memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebagai pelayan dalam penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan daerah, pemerintah daerah harus memfasilitasi
kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pembentuk kebijakan publik.

Pemerintah Daerah sudah memenuhi kewajibannya untuk melayani Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dengan dibentuknya sekretariat dewan. Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah instansi yang bertugas untuk melayani
kebutuhan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , yang dipimpin oleh
seorang sekretarisyang bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerahdan secara administratif di bawah kepemimpinan dan binaan dari
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sekretaris daerah.®® Tugas dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
utamanya adalah pelayanan administratif dan keahlian. Seorang sekretaris dewan
dituntut untuk menyumbangkan pemikirannya dalam setiap pembuatan kebijakan
publik. Dalam praktiknya, pelayanan dan dukungan untuk memaksimalkan kinerja
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal dukungan terhadap fungsi
keahliandari seorang Sekretaris DPRD sangatlah kurang. Kurangnya
pemaksimalan pelayanan dalam bentuk dukungan keahlian hampir terjadi di
seluruh wilayah. Karena dalam sistem Pemerintahan di Indonesia cenderung lebih
memperhatikan pelayanan administratif.

Tujuan pengikutsertaan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
pembentukan kebijakan yang akan dibentuk olenh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah adalah sebagai pertimbangan dalam pembentukan suatu kebijakan.
Pembantuan dalam bentuk sumbangan saran, pertimbangan diajukan agar tidak
terjadi intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan dikarenakan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah bagian dari partai politik. Oleh karena itu
seharusnya Sekretaris DPRD ikut menyumbangkan pikiran-pikirannya untuk bahan
pertimbangan dalam pembentukan peraturan dilihat dari sisi netralnya, karena
Sekretaris DPRD berasal dari lingkup pemerintah. Akan tetapi pada prakteknya di
Indonesia, peran sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya dioptimalkan

terhadap fungsi administrasinya saja.

8 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,
Grasindo, Jakarta, 1990, HIm. 228.
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Keberadaan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Pasal
215 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal
215 ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menegaskan bahwa, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretaris
DPRD ditunjuk dan ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang telah
mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Calon
Sekretaris DPRD adalah seorang pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah
daerah setempat yang telah memenuhi persyaratan dan jabatan untuk memenuhi
tugas sebagai sekretaris DPRD. Pengangkatan Sekretaris DPRD dilakukan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota. Begitu juga dengan pemberhentiannya sesuai dengan
prosedur pengangkatannya.

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi sekretaris dewan harus
memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai berikut:

a. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. Tidak pernah terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam setiap
kegiatan yang bersifat mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperi
G30SPKI dan/atau organisasi terlarang lainnya;

c. Mempunyai pengalaman jabatan pimpinan sekurang-kurangnya 5 tahun
dalam lingkungan pemerintahan dalam negeri;

d. Mempunyai kode etik kepegawaian yang baik dan kelakuan yang tidak

tercela.
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Jabatan sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas
sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam Pasal 215 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain:

a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;

b. menyelenggarakan administrasi keuangan;

c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan

d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pegawai dalam lingkungan sekretariat DPRD diambil dari pegawai negeri sipil
di lingkungan daerah masing-masing.tata cara pengangkatan calon Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ialah pertama-tama diajukan oleh
kepala daerah kepada pejabat yang berwenang, setelah mendapat persetujuan dari
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian ditetapkan dalam rapat pleno Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tanpa melalui pemilihan.5°

Pengangkatan Sekretaris DPRD yang telah memenuhi persyaratan akan
mendapatkan surat keputusan pengangkatan yang dibuat oleh Gubernur sebagai
penguatan dari surat pengangkatan sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kepada kepala daerah untuk segera dikirmkan ke instansi yang bersangkutan serta

kepada orang yang bersangkutan.”®

8 Victor Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Hukum Administrasi
Pemerintahan Di Daerah, Sinar Grafika Jakarta, HIm.190.
Ibid.
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Apabila terjadi kekosongan jabatan dalam sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah maka kepala aerah mengangkat pejabat sementara daripegawai negeri di
lingkungan Sekretariat daerah yang tertuang dalam pangkat dan jabatannya.’

Tanggungjawab yang dipikul oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidaklah
ringan. Sebelum memangku jabatan sebagai sekretaris dewan terlebih dahulu
mengucap sumpah yang dimana seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah harus:

a. tidak akan berkorupsi, kolusi dan nepotisme;

b. harus taat dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara

dan juga menegakkan Undang-Undang Dasar 1945;

c. memegang rahasia dan sesuatu yang menurut sifathya dan menurut
pemerintah harus dirahasiakan;

d. akan membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
pekerjaan dan menjalankan pekerjaan yang ditugaskan dengan penuh
keikhlasan dan kejujuran, serta akan setia kepada Bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional
bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung
jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Penyelenggaraan fungsi administrai keuangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah merupakan tugas dari Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD bertugas untuk
mengatur anggaran belanja dan anggaran rumah tangga dalam lingkungan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Semua keperluan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah menjadi tanggungjawab Sekretaris DPRD. Termasuk dalam hal biaya untuk

kunjungan kerja, biaya untuk penyelenggaraan rapat serta biaya keuangan lain-lain.

bid.
2Y W.Sunindhia, Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah, Bina
Kasara, Jakarta, 1987, HIm 242.
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Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur oleh sekretaris DPRD.

Perjalanan-perjalanan dinas DPRD terselenggara dengan persiapan dan pengaturan

yang dilakukan oleh sekretaris DPRD.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga bertugas untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam konteks ini adalah memfasilitasi semua

kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tugas dan fungsi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang harus mendapat perhatian oleh sekretaris DPRD sesuai dengan

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah antara lain:

a.

b.

membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;

membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang
APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD
provinsi;

memilih gubernur;

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden
melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan
pemberhentian;

memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah
provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
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h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;

i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain
atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah Provinsi;
dan

j- melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diaturdalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sebagai pejabat yang dipilih langsung oleh Kepala Daerah yang ditunjuk untuk
melayani dan mengoptimalkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seorang
Sekretaris DPRD haruslah sangat berkompeten dalam bidang-bidang tersebut.
Dibantu dengan staf-staf dengan bidang dan komisi masing-masing, pastilah
kinerja dalam lingkungan sekretariat DPRD akan berjalan secara maksimal.

Di sisi lain keberadaan Sekretaris DPRD sebagai penghubung antara
pemerintah dan masyarakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretaris
DPRD menyerap dan menyampaikan suara rakyat kepada anggota DPRD yang
kemudian diajukan dan disarankan kepada DPRD untuk dijadikan pertimbangan.
Akan tetapi pelaksanaan fungsi tersebut kurang maksimal pelaksanaannya di dalam
pemerintahan di Indonesia. Karena di dalam praktek kinerja Sekretaris DPRD saat
ini hanya terfokus kepada penyelenggaraan kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Wewenang dan tugas lain Sekretaris DPRD sesuai dengan peraturan yang
ditentukan dalam Pasal 215 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah adalah tentang wewenang Sekretaris DPRD untuk
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menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Dewan Perawakilan Rakyat Daerah
dalam melaksanakan fungsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam
wewenangnya menyediakan tenaga ahli untuk para anggota DPRD bukan berarti
menjadi kewenangan sepenuhnya dari sekretaris DPRD, akan tetapi harus meminta
persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertimbangan
tersebut dimaksudkan apakah keberadaan tenaga ahli yang diperlukan tepat sasaran
dan memang dibutuhkan sesuai bidang kemampuannya atau tidak. Jadi dalam
semua kewenangan seorang sekretaris DPRD harus selalu meminta persetujuan dan
pertimbangan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Sesuai dengan penjelasan diatas, tentang pertanggungjawaban Kinerja
Sekretaris DPRD adalah kepada Kepala Daerah (Gubernur) melalui Sekretaris
Daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaan fungsi oprasionalnya Sekretaris DPRD
bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pertanggungjawaban Sekretaris DPRD tentang tugas oprasionalnya meliputi
pertanggungjawaban kinerja sekretaris dalam hal mendukung, memfasilitasi dan
mendorong kinerja anggota DPRD, antara lain pertanggungjawaban mengenai
penyelenggaraan rapat-rapat, penyediaan fasilitas kunjungan kerja, dan juga
pertanggungjawaban kinerja tugas-tugas operasional lainnya. Sedangkan untuk
pertanggungjawaban administratif tentang keuangan, Sekretaris DPRD

bertanggungjawab terhadap kepala pemerintahan.

3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah

60



B. Peran Sekretariat DPRD dalam Menunjang Kinerja DPRD Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2015

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung merupakan
satuan kerja atau instansi perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintahan Daerah
Provinsi Lampung. Sekretariat DPRD Provinsi Lampung merupakan unsur
pelayanan terhadap fungsi dan kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung dan juga sebagai unsur pendukung kelancaran pelaksanaan
fungsi serta tugas dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja Dewan
Perwakilan Rakyar Daerah Provinsi Lampung. Sekretariat DPRD Provinsi
Lampung dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Gubernur
yang telah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok untuk
penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan
tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah guna memaksimalkan fungsi dari Dewan Perwakilan RakyatDaerah.
Sekretariat DPRD dibentuk sebagai bentuk dari kewajiban Pemerintah Daerah
dalam rangka mendukung dan memaksimalkan fungsi dari Dewan Pewakilan
Rakyat Daerah.

Dukungan fungsi administrasi dari Sekretariat DPRD sangat diperlukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak terkecuali pada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung. Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi

Lampung dari masing-masing bagian dituntut untuk bekerja secara profesional dan
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maksimal dalam melayani dan mendorong fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung. Dukungan dalam bentuk administratif Sekretariat
DPRD Provinsi Lampung secara nyata terlihat dari kinerja sesuai dengan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah sertaPeraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014. Bukti nyata dari
pelaksanaan fungsi administratif bisa dilihat dari hasil yang telah dicapai oleh
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Pelaksanaan
keuangan, kunjungan kerja/perjalanan dinas, keadministrasian Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, penyelenggaraan rapat-rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan juga kegiatan lainnya yang diperlukan dan yang telah diagendakan oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Dalam lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, dukungan dalam
bentuk keahlian juga kurang dimaksimalkan. Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
lebih menekankan kepada pelayanan di bidang administratif anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Seharusnya dukungan keahlian dari
Sekretariat DPRD Provinsi Lampung menjadi perhatian tersendiri sebagai salah
satu bentuk pelayanan yang harusnya diberikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi
Lampung terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di luar alat kelengkapan dan fraksi yang dimiliki oleh DPRD Lampung maka
dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya akan difasilitasi oleh
Sekertariat DPRD sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD yang di pimpin oleh

Sekertariat DPRD.
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Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar
Daerah Provinsi Lampung, dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur
pelayanan terhadap Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh seorang
sekretaris.

Kepala Daerah mengangkat Sekertaris DPRD berdasarkan atas persetujuan
DPRD. Tugas dan fungsi sekertariat DPRD itu sendiri sama halnya seperti yang
dimiliki oleh satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Lampung.
Adapun tugas dan fungsi Sekertariat DPRD diatur berdasarkan Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja
Sekertariat Daerah Provinsi dan sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung.”

Bapak Ibnu Hajar,. SH, MH selaku Ketua Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan
menjelaskan bahwa sekertariat dewan memiliki tugas menyelenggarakan
administrasi kesekertariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang di
perlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk
melaksanakan tugas-tugasnya sekertariat dewan memiliki fungsi sebagai penunjang
dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekertariatan DPRD;

4 Berdasarkan wawancara Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan
Sekertariat Provinsi Lampung.
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b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

d. Penyelenggaraan informasi, kehumasan dan keprotokolan DPRD;

e. Penyediaan dan pengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD;

f. Penyelenggaraan dokumentasi dan publikasi produk hukum DPRD; dan

g. Penyelenggaraan penyusunan produk hukum DPRD dan bahan kajian

rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara
teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD
dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah Provinsi.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terdiri dari
beberapa bagian. Pegawai di masing-masing bagian menjalankan tugasnya masing-
masing. Beberapa bagian yang berada di bawah wewenang sekretariat dewan antara
lain bagian keuangan DPRD, administrasi, dan dukungan terhadap kinerja yang
dibutuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Lampung berkepentingan untuk menyiapkan agenda-
agenda rapat yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk
bahan-bahan yang diagendakan untuk rapat anggota dewan.

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya memfasilitasi kegiatan Dewan,
maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tersusun

atas Struktur Organisasi Sekertariatan yang terdiri dari 6 (enam) bagian dan bagian-
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bagian tersebut masing-masing terdapat 3 (tiga) sub bagian. Bagian-bagian tersebut
bertugas untuk membantu kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung. Bagian-bagian tersebut adalah Sekretaris DPRD Provinsi
Lampung, Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Persidangan, Bagian
Perundang-undangan dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur
sesuai dengan Peraturan Daerah masing-masing, Pengaturan Struktur organisasi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan atas
Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah

Provinsi Lampung.
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Pada gambar struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung di atas, dijelaskan secara struktural kedudukan dan
posisi masing-masing bagian dalam Sekretariat DPRD. Pembidangan tersebut
dimaksudkan untuk mempermudah kinerja pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Lampung untuk mendorong dan memfasilitasi anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Tugas dari masing-masing
bagian telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun
2014 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Provinsi Lampung.

1. Sekretaris DPRD Provinsi
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Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, penyelenggaraan kehumasan dan protokol,

penyelenggaraan penyusunan produk hukum DPRD dan bahan kajian rancangan

peraturan daerah usul inisiatif DPRD, serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang

diperlukan DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris DPRD

mempunyai fungsi:”

a.

b.

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

penyelenggaraan program kerja Sekretariat DPRD;

penyelenggaraan administrasi rapat dan persidangan;

penyelenggaraan penyiapan tenaga ahli dalam rangka membantu
kelancaran kegiatan DPRD;

penyelenggaraan penyusunan produk hukum DPRD dan bahan kajian
rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD;

penyelenggaraan informasi, kehumasan dan keprotokolan DPRD;
penyelenggaraan dokumentasi dan publikasi produk hukum DPRD;
penyelenggaraan tela’ahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan; dan

penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
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2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan,

kepegawaian, perlengkapan, pendistribusian, perencanaan kebutuhan barang

dan kebutuhan pemeliharaan barang, gedung kantor serta rumah jabatan/dinas,

kebersihan, keamanan dan ketertiban gedung kantor dan rumah jabatan/dinas

serta melaksanakan urusan rumah tangga lainnya dan kendaraan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Umum

mempunyai fungsi:"®

a.

penyelenggara administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan,
rumah tangga, perlengkapan, pengadaan dan pendistribusian barang
kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD;

penyelenggara  perencanaan  kebutuhan  barang, kebutuhan
pemeliharaan barang, gedung kantor dan rumah jabatan/dinas,
pengelolaan, pengadaan dan pendistribusian barang dan jasa
kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD;

penyelenggaraan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/
pengeluaran barang kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD;
penyelenggaraan pengolahan dan penyajian bahan/data pemeliharaan
barang, gedung kantor dan rumah jabatan/dinas;

penyelenggaraan pengkajian bahan/data penyusunan kebijakan urusan

ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, keamanan
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Bagian

dan ketertiban, kendaraan dinas serta kebersihan dan keindahan
gedung kantor dan rumah jabatan/dinas; dan

penyelenggaraan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana rapat/
pertemuan atau kegiatan lain yang ditetapkan DPRD maupun

Sekretariat DPRD

Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Umum mempunyai 3 sub

bagian, yaitu:

1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian

Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Rincian tugas

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

a.

melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Tata
Usaha dan Kepegawaian;

menyelenggarakan pencatatan, penomoran dan pendistribusian
surat-surat dinas baik surat masuk maupun surat keluar dan
menyiapkan undangan rapat dan/atau pertemuan kebutuhan DPRD
dan Sekretariat DPRD;

melaksanakan tata kearsipan;

menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan dokumen administrasi
kepegawaian Pimpinan dan Anggota DPRD;

melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kepegawaian

Sekretariat DPRD;
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f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang
tugasnya;

g. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Tata
Usaha dan Kepegawaian; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan
Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan mempunyai tugas mengadakandan
memelihara barang perlengkapan dan barang-barang inventaris serta mengelola
administrasi  dan  pendistribusian  barang  perlengkapan dan barang
inventaris.Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan, adalah
sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian
Perencanaan dan Perlengkapan;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana
kebutuhan barang DPRD dan rencana kebutuhan barang DPRD
Sekretariat DPRD;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengadaan kebutuhan barang
DPRD dan Sekretariat DPRD;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi pengadaan,
penerimaan, penyimpanan, pendistribusian/pengeluaran serta

pelaporan pendadaan barang dan jasa;
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h.

melaksanakan penelitian, pencatatan, penghimpunan dan pelaporan
dokumen administrasi pengadaan barang/jasa;

melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang
tugasnya;

melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian
Perencanaan dan Perlengkapan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Sub Bagian Rumah Tangga

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan

rumah tangga, ketertiban dan keamanan serta kebersihan dan keindahan gedung

kantor dan rumah jabatan/dinas, kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas, gedung

kantor serta rumah jabatan/dinas.Rincian Tugas Sub Bagian Rumah Tangga sebagai

berikut:

a.

melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian
Rumah Tangga;

melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana
kebutuhan pemeliharaan barang, gedung kantor, rumah
jabatan/dinas serta kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD, Anggota
DPRD dan Sekretariat DPRD;

melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban serta kebersihan dan
keindahan lingkungan gedung DPRD, rumah jabatan/dinas serta

lingkungan Sekretariat DPRD;
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melaksanakan dan menyiapkan bahan admnistrasi pemeliharaan
barang, gedung kantor, rumah jabatan/dinas serta kendaraan dinas;
melaksanakan dan menyiapkan penggunaan kendaraan dinas untuk
kegiatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta keperluan
Sekretariat DPRD;

melaksanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana kebutuhan
rapat atau pertemuan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang
tugasnya;

melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Rumah
Tangga; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran

dan perubahan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, mengelola dan menyusun

laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.Untuk menyelenggarakankan

tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:’’

a. penyelenggara dan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan

perubahan DPRD dan Sekretariat DPRD;
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b. penyelenggara administrasi keuangan dan pembukuan keuangan
DPRD dan Sekretariat DPRD;
c. penyelenggara pengujian kebenaran penerbitan Surat Penyediaan
Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat
Perintah Membayar (SPM);
d. penyelenggara administrasi keuangan perjalanan dinas DPRD dan
Sekretariat DPRD; dan
e. penyelenggara pembukuan sistem akuntasi dan penyusunan
perhitungan realisasi anggaran.
Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Keuangan mempunyai 3 sub
bagian, yaitu:
1) Sub Bagian Anggaran
Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan/merencanakan anggaran dan perubahan anggaran serta penyusunan
laporan realisasi anggaran keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.Rincian tugas
Sub Bagian Anggaran, adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian
Anggaran;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan
perubahan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran

keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
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d. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang
tugasnya;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan RENSTRA, RENJA, DPA,
Penetapan Kinerja, LAKIP, LPPD-AMJ, LKPJ-AMJ;

f. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian
Anggaran; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi
Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyelenggara administrasi, pembukuan keuangan sistem akuntansi, pemeriksaan
terhadap realisasi pelaksanaan anggarandan pengeluaran keuangan DPRD dan
Sekretariat DPRD.Rincian tugas Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi, adalah
sebagai berikut:
a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian
Pembukuan dan Verifikasi;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembukuan sistem akuntansi
dan penyusunan perhitungan realisasi anggaran;
c. penyelenggara pengujian kebenaran penerbitan Surat Penyediaan
Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat

Perintah Membayar (SPM);
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melaksanakan dan menyiapkan bahan pemeriksaan/penelitian
terhadap realisasi pelaksanaan anggaran keuangan DPRD dan
Sekretariat DPRD;

penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;
melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian
Pembukuan dan Verifikasi; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Sub Bagian Perjalanan Dinas

Sub Bagian Perjalanan Dinas mempunyai tugas mengelola administrasi

keuangan perjalanan dinas Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD.Rincian tugas

Sub Bagian Perjalanan Dinas, adalah sebagai berikut:

a.

melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian
Perjalanan Dinas;

melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi perjalanan
dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;

melaksanakan dan menyiapkan bahan admnistrasi perjalanan
dinas Sekretariat DPRD;

melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang

tugasnya;
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e.

f.

melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian
Perjalanan Dinas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bagian Persidangan

Bagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan persidangan, rapat-rapat

alat kelengkapan DPRD dan Fraksi, pembuatan risalah serta mempersiapkan komisi

dan kepanitiaan.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian

Persidangan mempunyai fungsi:®

a.

penyiapan rencana kegiatan persidangan/rapat paripurna dan rapat-
rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;

penyusunan risalah persidangan;

penyiapan bahan dan pengadaan keperluan rapat DPRD;

penyiapan bahan rapat-rapat serta mendistribusikan dalam rangka
pembahasan rancangan dan persetujuan peraturan daerah; dan
penyiapan bahan rapat komisi, badan kehormatan dan kepanitiaan

DPRD.

Bagian Persidangan dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Persidangan mempunyai

3 sub bagian. Masing-masing Sub Bagiandipimpin oleh Seorang Kepala Sub
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Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Persidangan, yaitu:

1) Sub Bagian Rapat dan Risalah

Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas menyiapkan rencana
kegiatan persidangan dan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD serta
membuat risalah persidangan.Rincian tugas Sub Bagian Rapat dan Risalah, adalah
sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian
Rapat dan Risalah;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana kegiatan
persidangan/rapat paripurna,;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana program DPRD;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan persidangan dan
rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan risalah
persidangan/rapat paripurna;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penggandaan dan
pendistribusian risalah persidangan/rapat paripurna;

g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang
tugasnya;

h. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Rapat

dan Risalah; dan
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melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan

Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan mempunyai tugas menyiapkan bahan

dan pengadaan keperluan rapat-rapat DPRD.Rincian tugas Sub Bagian Alat

Kelengkapan Dewan, adalah sebagai berikut:

a.

melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian Alat
Kelengkapan Dewan khususnya pada Badan Anggaran, Badan
Musyawarah, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan;
melaksanakan dan menyiapkan bahan pengadaan rapat Badan
Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Badan
Kehormatan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan kegiatan Badan
Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Badan
Kehormatan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan informasi kegiatan Badan
Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Badan
Kehormatan;

melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang
tugasnya;

melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Alat

Kelengkapan Dewan; dan
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g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan

Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan bahan rapat Komisi, Badan Kehormatan dan kepanitiaan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.Rincian tugas Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan,

adalah sebagai berikut:

a.

melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian
Komisi dan Kepanitiaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
melaksanakan dan menyiapkan bahan layanan Komisi, dan
kepanitiaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan Komisi, dan
kepanitiaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

melaksanakan pengelolaan data hasil kegiatan Komisi, dan
kepanitiaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pokok-pokok
pikiran DPRD, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur;
melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang
tugasnya;

melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Komisi
dan Kepantiaan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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5. Bagian Perundang-undangan
Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
penyusunan bahan kajian rancangan peraturan daerah usul inisiatif Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
fasilitasi tenaga ahli yang dibutuhkan serta melaksanakan kegiatan dokumentasi
dan publikasi produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perundang-undangan
mempunyai fungsi:"
a. pelaksanaan fasilitasi, pengkajian dan pengkoordinasian bahan
rancangan peraturan daerah usul inisiatif dan produk hukum Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
b. pelaksanaan koordinasi layanan peraturan perundang-undangan;
c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi bantuan hukum dan
kedudukan hukum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi tenaga ahli Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang dibutuhkan;
e. penyelenggaraan layanan dokumentasi dan perpustakaan; dan
f. pelaksanaan dan penyiapan bahan publikasi produk hukum.
Bagian Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah. Bagian Perundang-undangan mempunyai 3 sub bagian, yaitu:

9 Pasal 287-291 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah
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1) Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas
melaksanakan fasilitasi, pengkajian dan pengkoordinasian bahan rancangan
Peraturan Daerah usul inisiatif dan produk hukum DPRD, memberikan layanan
peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum Pimpinan dan Anggota
DPRD dan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD. Rincian tugas Sub Bagian
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rancangan
peraturan daerah usul inisiatif DPRD dan produk hukum Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan Program
Legislasi Daerah;
d. melaksanakan koordinasi layanan peraturan perundang-undangan;
e. memberikan layanan bantuan hukum dan kedudukan hukum bagi
Anggota DPRD;
f. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi tenaga ahli DPRD yang
dibutuhkan;
g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang

tugasnya;
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h.

melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bagian Dokumentasi, Informasi, dan Perpustakaan

Sub Bagian Dokumentasi, Informasi, dan Perpustakaan mempunyai tugas

penyiapan bahan peraturan perundang-undangan, verifikasi data dan bahan

penyusunan

program legislasi daerah, pengelola website DPRD dan

menyelenggarakan perpustakaan.Rincian tugas Sub Bagian Dokumentasi,

Informasi dan Perpustakaan, adalah sebagai berikut:

a.

melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian
Dokumentasi, Informasi dan Perpustakaan;

melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan website DPRD
dan perpustakaan meliputi digitalisasi dan otomatisasi;
melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan data peraturan
perundang-undangan dan program legislasi daerah;

melaksanakan penyusunan bahan kebutuhan sarana prasarana dan
data pendukung serta sumber kepustakaan;

melaksanakan dan  menyiapkan bahan  penerbitan dan
pendistribusian majalah terbitan DPRD;

melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang

tugasnya;
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g. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian
Dokumentasi, Informasi dan Perpustakaan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Sub Bagian Publikasi Produk Hukum

Sub Bagian Publikasi Produk Hukum mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan publikasi dan uji publik terhadap rancangan peraturan daerah
usul inisiatif DPRD, serta melaksanakan publikasi terhadap produk hukum DPRD
melalui media cetak maupun elektronik.Rincian tugas Sub Bagian Publikasi Produk
Hukum, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian
Publikasi Produk Hukum;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan publikasi dan uji publik
terhadap rancangan peraturan daerah dan produk hukum DPRD
melalui media cetak maupun elektronik;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama
dengan pers dalam kegiatan publikasi produk hukum DPRD;

d. menyiapkan bahan sosialisasi hasil pembahasan rancangan
peraturan daerah dan produk hukum DPRD kepada satuan kerja dan
masyarakat;

e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang

tugasnya;
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f. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian
Publikasi Produk Hukum; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
6. Bagian Hubungan Masyarakatdan Protokol
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan koordinasi layanan penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan DPRD,
penyiapan bahan informasi kepada media cetak dan elektronik, dokumentasi dan
publikasi berita serta melaksanakan penyusunan kliping dan analisa berita.Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Hubungan Masyarakat
dan Protokol mempunyai fungsi:®

a.  melaksanakan fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan
kehumasan, dan keprotokolan DPRD;

b.  melaksanakan fasilitasi dan koordinasi layanan penerimaan dan
pengawasan aspirasi masyarakat kepada DPRD;

c.  penyiapan bahan informasi DPRD baik sambutan atau peliputan
hasil kegiatan DPRD kepada media cetak maupun elektronik
berupa press release atau jurnal;

d.  menyelenggarakan penyusunan kliping dan analisa berita media
massa baik cetak maupun elektronik;

e.  melaksanakan peliputan dokumentasi dan publikasi berita;

8 pasal 291A-291E Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rincian
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f. mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi
yang terintegrasi melalui layanan data base Sekretariat DPRD;
dan

g. menyelenggarakan fasilitasi dan layanan keprotokolan
Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dipimpin oleh Seorang Kepala
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai 3 sub bagian. Masing-
masing Sub Bagian, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol,
yaitu:

1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat

Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan hubungan masyarakat dan penyiapan bahan informasi kepada media cetak
maupun elektronik, penyusunan kliping dan analisa berita serta kegiatan
keprotokolan DPRD.Rincian Tugas Sub Bagian Hubungan Masyarakat, adalah
sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian
Hubungan Masyarakat;
b. melaksanakan dan menyiapkan kliping koran sebagai bahan analisa

berita media masa cetak;

85



h.

melaksanakan dan menyiapkan bahan sambutan DPRD dan bahan
peliputan hasil kegiatan DPRD untuk bahan pemberitaan media
cetak dan elektronik;

melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kegiatan penerangan
dan pemberitaan;

mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi di
lingkungan DPRD;

melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang
tugasnya;

melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian
Hubungan Masyarakat; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2) Sub Bagian Protokol

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas

kepotrokolan dan penyusunan bahan-bahan keprotokolan DPRD.Rincian Tugas

Sub Bagian Protokol, adalah sebagai berikut:

a.

melaksanakan penyusunan program Kkerja kegiatan Sub Bagian
Protokol;

melaksanakan dan menyiapkan kegiatan protokoler Pimpinan dan
Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD, meliputi pengaturan tata
tempat dan tata upacara, panduan acara rapat dan persidangan

DPRD;
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c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama

f.

kegiatan dengan instansi terkait, rencana kunjungan kerja DPRD
dan bahan kunjungan kerja DPRD daerah yang lain;

melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang
tugasnya;

melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian
Protokol; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Sub Bagian Fasilitas Aspirasi Masyarakat

Sub Bagian Fasilitasi Aspirasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan bahan layanan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui

DPRD.Rincian tugas Sub Bagian Fasilitasi Aspirasi Masyarakat, adalah sebagai

berikut:

melaksanakan penyusunan program kerja kegiatan Sub Bagian
Fasilitasi Aspirasi Masyarakat;

melaksanakan penyusunan bahan layanan aspirasi masyarakat;
menyelenggarakan pelayanan serta fasilitasi aspirasi masyarakat
kepada DPRD termasuk pemantauan terhadap tindak lanjut aspirasi;
mengkoordinasikan penyusunan bahan aspirasi masyarakat hasil

reses Anggota DPRD;

87



e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang

tugasnya;

f. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian

Fasilitasi Aspirasi Masyarakat ; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli

Gubernur, dibentuk Kesekretariatan lembaga non struktural dan ditugaskan

beberapa orang staf dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sesuai

dengan kebutuhan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi

kepada seluruh Staf Ahli Gubernur.Rincian tugas Staf pada Staf Ahli Gubernur

dimaksud, adalah sebagai berikut:®

a.

b.

mengadministrasikan surat masuk dan surat keluar;
mengadministrasikan arsip dan data;

mengurus pengetikan, ekspedisi dan pengantaran surat;
mengatur penerimaan tamu-tamu;

melaksanakan pencatatan kesimpulan rapat (notulen);
melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dalam hal pelaksanaan
tugas tertentu;

melaksanakan tugas-tugas administrasi lainnya.
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Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Kesekretariatan Staf Ahli Gubernur
dilakukan pengaturan lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.

Dalam praktik pelayanan dan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi
Lampung, penyediaan tenaga ahli tidak dimaksimalkan. Keberadaan tenaga ahli di
dalam Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Provinsi Lampung hanya dalam bentuk
pelayanan staf-staf untuk anggota dewan yang disediakan dari pegawai di
lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Provinsi Lampung.
Sedangkan jika mengambil staf-staf khusus untuk melayani anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dari lingkup pegawai Sekretariat DPRD tidak
menghabiskanbanyak anggaran dikarenakan menyesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah Provinsi Lampung.®?

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai
suatu perangkat pemerintahan yang merupakan salah satu pelaku pembangunan
yang diharapkan mampu untuk menciptakan danmenghasilkan suatu kontribusi
nyata dalam upaya pembangunan di lingkungan daerah Provinsi Lampung.

Bagian-bagian dalam Sekretariat DPRD diharapkan mampu secara
maksimal bekerja sesuai dengan bidang pembagiannya. Pembidangan tersebut
dimaksudkan agar kinerja staf lebih terfokus kepada bidangnya masing-masing.
Masing-masing bidang mempunyai tanggungjawab dan kinerja sendiri. Dalam

pemerintahan di Provinsi Lampung, sekretariat DPRD dalam bidang ekonomi

82 Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Persidangan Sekertariat DPRD
Provinsi Lampung
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mengatur segala keuangan, anggaran dan kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung.

Peran dari keberadaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah
Provinsi Lampung dalam pemerintahan daerah sebagai upaya untuk
memaksimalkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Kepala
Bagian Persidangan Zurizal, SE., M.SI, keberadaan sekretariat DPRD Provinsi
Lampung pada prinsipnya adalah untuk memfasilitasi tugas-tugas Dewan
Perwakilan Rakyar Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan aturan yang diatur
oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan.®

Dalam upaya memajukan dan memfasilitasi anggota Dewan Perwakilan
Rakyar Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah
Provinsi Lampung berusaha memaksimalkan pelayanan setiap kebutuhan dan
kepentingan guna memajukan kinerja anggota DPRD Lampung. Pelayanan yang
diberikan masing-masing bidang di sekretariat DPRD berbeda-beda. Pengurusan
dokumen atau arsip-arsip perundang-undngan yang dibutuhkan dalam setiap rapat
kerja ataupun rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Provinsi Lampung
menjadi tugas dari Sekretariat DPRD.

Pelaksanaan  kinerja  Sekretariat DPRD untukmemfasilitasi dan
mempersiapkan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap masa

persidangan,kegiatannya terdiri dari rapat-rapat, peninjauan kunjungan kerja, baik

8 Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Persidangan Sekertariat DPRD
Provinsi Lampung
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kunjungan kerja dalam daerah ataupun kunjungan kerja keluar daerah. Adapun
jenis-jenis rapat terdiri atas:3*

a. Rapat Paripurna;

b. Rapat Paripurna Istimewa;

c. Rapat Pimpinan DPRD;

d. Rapat Fraksi;

e. Rapat Konsultasi;

f. Rapat Badan Musyawarah;

g. Rapat Komisi;

h. Rapat Gabungan Komisi;

i. Rapat Badan Anggaran;

j. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;

k. Rapat Badan Kehormatan;

I. Rapat Panitia Khusus;

m. Rapat Kerja;

n. Rapat DengarPendapat; dan

0. Rapat Dengar Pendapat Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, tugas dari Sekretariat DPRD antara lain adalah mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Tahun 2015 ini,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Provinsi Lampung telah melakukan

8 peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Tata Tertib
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tugasnya dengan baik dengan cara memfasilitasi rapat-rapat serta kunjungan kerja
dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain tugasdan fungsi tersebut Sekretariat
DPRD juga mempunyai fungsi untuk mengkoordinasi dan menyediakan tenaga ahli
yang dibutuhkan oleh anggota DPRD, tugas dan pelayanan tersebut juga menjadi
tugas dan pelayanan Sekretarisat selaku lembaga yang berda dibawah
kepemimpinan seorang Sekretaris DPRD.

Bentuk pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Provinsi
Lampung untuk menunjang dan memfasilitasi anggota dewan dilaporkan dalam
bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.
Selama tahun anggaran 2015, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung telah
memfasilitasi pembentukan produk-produk hukum dan juga kebijakan baru untuk
wilayah Provinsi Lampung. Rapat-rapat yang telah difasilitasi oleh Sekretariat

DPRD selama tahun anggaran 2015 antara lain:

Table 3.1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015
Sumber : Data Primer, diolah 2015

No. BENTUK DAN NOMOR TENTANG
PERATURAN
1. |1 Tahun 2015 Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran  Pendapatan Belanja
24 Agustus 2015
Daerah Tahun 2014
2. | 2 Tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Perubahan 2015
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16 September 2015

3 Tahun 2015

19 November 2015

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat

Miskin

4 Tahun 2015

7 Desember 2015

Usaha Jasa Perjalanan Wisata

5 Tahun 2015

7 Desember 2015

Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan =~ Swasta di  Provinsi

Lampung

6 Tahun 2015

7 Desember 2015

Penertiban dan Pengendalian

Kawasan Hutan di Provinsi Lampung

7 Tahun 2015

7 Desember 2015

Pemberian Insentif dan Kemudahan

Penanaman Modal

8 Tahun 2015

7 Desember 2015

Penyelenggaraan Kepelabuhan

9 Tahun 2015

7 Desember 2015

Pembentukan Perseroan Terbatas
Penjaminan Kredit Daerah Provinsi

Lampung
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10.

10 Tahun 2015

7 Desember 2015

Penyelenggaraan Penyiaran Televisi

di Daerah

11.

11 Tahun 2015

28 Desember 2015

Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Lampung Tahun

Anggaran 2016

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan tugas sangatlah

dibantu dengan kinerja Sekretariat DPRD. Semua yang bersangkutan dengan

urusan anggota dewan telah menjadi tanggungjawab sekretariat DPRD. Sekretariat

DPRD Provinsi Lampung menjadi penghubung antara Pemerintah Daerah Provinsi

Lampung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Posisi Sekretariat DPRD sebagai fasilitator bagi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Lampung semakin terlihat nyata dalam bentuk fasilitas terhadap

kunjungan-kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung

ke daerah-daerah lain. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk perbandingan produk-

produk DPRD dan juga kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.®

Table 3.2. Kunjungan Kerja Tahun Anggaran 2015
Sumber : Data Primer, diolah 2015

Sekertariat DPRD Provinsi Lampung.

8 Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan
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No.

Tanggal

Keterangan

30 Maret 2015

Reses Anggota DPRD Provinsi Lampung

5 Mei 2015

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi
I, IV dan V DPRD Provinsi Lampung Keluar
Daerah. Komisi | dan Komisi IV ke Batam dan
DKI dan Anggota Komisi V ke DKI dan Jawa

Barat

29 Mei 2015

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi
I1 dan 11 DPRD Provinsi Lampung Keluar Daerah.
Komisi Il ke NTB dan DKI dan Komisi 111 ke Jawa

Barat dan DKI

14 September 2015

Reses Anggota DPRD Provinsi Lampung Bulan

September Tahun 2015

28 September 2015

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi
Il dan IV DPRD Provinsi Lampung Keluar
Daerah. Komisi Il ke Sulawesi Tenggara dan

Komisi IV ke DKI

5 Oktober 2015

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi
I, 11l dan IV DPRD Provinsi Lampung Keluar

Daerah. Komisi | ke Jawa Tengah dan DKI,
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Komisi Il ke NTB dan DKI dan Komisi IV ke

DKI dan Jawa Barat

7. 9 November 2015 | Reses Susulan Anggota DPRD Provinsi Lampung

pada Bulan November 2015

8. 4 Desember 2015 | Reses Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil |

sampai dengan Dapil VIII

Selama ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung telah
melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu selalu mendorong Pemerintahan
Provinsi Lampung pada umumnya untuk selalu mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, serta mentaati segala
peraturan perundang-undangan yang berlaku, membina demokrasi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat di
daerah berdasarkan demokrasi ekonomi, memperhatian aspirasi dan menyalurkan
aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak
lanjut penyelesainnya. Hal in tidak lepas dari peranan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang dengan setia membantu,
memfasilitasi serta mendorong kinerja para anggota dewan di lingkungan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Sekretariat DPRD yang berperan sebagai fasilitator membuat sekretariat DPRD
hanya menjadi sebuah perantara dari penyalur kemauan atau keinginan anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa bisa untuk memberikan arahan
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penghematan atas pelaksanaan kunjungan kerja. Adanya suatu lembaga perantara
antara eksekutif dan legislatif memang diperlukan dalam suatu sistem
pemerintahan. Seperti kedudukan Sekretariat DPRD yang juga menjadi
penghubung antara kekuasaan eksekutif dan juga legislatif. Secara langsung
Pemerintah Daerah sebagai eksekutif bisa membantu dan melihat hasil nyata dari
kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah untuk kemajuan dan keinginan
untuk memajukan daerahnya. Pentingnya suatu pengawasan sesuai dengan sistem

check and balances.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap kedudukan dan peran
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penulis dapat
menyimpulkan bahwa:

1. Kedudukan Sekretariat DPRD yang berada dibawah naungan pemerintah
Daerah terutama dibawah binaan Sekretaris Daerah bertanggungjawab
secara administratif kepada Kepala Daerah/Gubernur melalui sekretaris
Daerah, akan tetapi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban
oprasioanal Sekretaris DPRD bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Tugas Sekretaris DPRD sesuai dengan Pasal
215 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; menyelenggarakan
administrasi keuangan; mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2. Bentuk pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Provinsi
Lampung untuk menunjang dan memfasilitasi anggota dewan dilaporkan
dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Pimpinan DPRD

Provinsi Lampung. Selama tahun anggaran 2015, Sekretariat DPRD
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Provinsi Lampung telah memfasilitasi pembentukan produk-produk hukum
dan juga kebijakan baru untuk wilayah Provinsi Lampung. Produk hukum
dan kebijakan baru yang telah dihasilkan oleh anggota DPRD Provinsi
Lampung merupakan hasil dari kesepakatan bersama untuk kepentingan
masyarakat Provinsi Lampung.

3. Peran Sekretariat DPRD sebagai fasilitator bagi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung semakin terlihat nyata dalam bentuk fasilitas
terhadap kunjungan-kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung ke daerah-daerah lain. Kunjungan kerja ini dilakukan
untuk perbandingan produk-produk DPRD dan juga kebijakan-kebijakan
yang akan dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Lampung. Pada tahun anggaran 2015, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
telah melakukan tugasnya dengan baik untuk memfasilitasi anggota Dewan
Provinsi Lampung ke berbagai daerah untuk melakukan kunjungan kerja,
reses maupun kegiatan lainnya yang telah di agendakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Kedudukan dan Peran Sekretariat

Dewan Dalam Menunjang Kinerja DPRD Provinsi lampung Tahun Anggaran
20157, penulis mencoba untuk memebrikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sistem pertanggungjawaban dalam kinerja Sekretariat DPRD seharusnya

tetap kepada Kepala daerah/Gubernur, baik pertanggungjawaban

administrasi maupun operasional.karena status kepegawaian dan pegawai
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di lingkungan sekretariat DPRD merupakan pegawai binaan Pemerintah
daerah.

. Pelayanan Sekretaris dan Sekretariat DPRD untuk mendukung Kinerja
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk dukungan keahlian harus
lebih diperhatikan dan diseimbangkan dengan pelayanan dalam bentuk
administratif, sebagaimana dengan aturan yang seharusnya yaitu bahwa
pelayanan dan dukungan Sekretariat DPRD adalah pelayanan administratif

dan keahlian.
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Dasar

Nama/NPM
Pekerjaan

Alamat

Lokasi

Jangka Waktu
Peserta
Penanggungjawab
Tujuan

Judul Penelitian

Catatan

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 481544 Fax. (0721) 481304

TELUK BETUNG

REK 1 PENELITIAN VE
Nomor : 070/57%/MII/11.03/2016

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

_2._ Peraturan Daerah Provinsi Lampung - Nomor--12—Tahun 2009 -tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

3. Surat Kepala Kesbang Pol YogyakartaNomor: 074/1624/Kesbangpol/2016
tanggal 17 Mei 2016 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

Rosdalina /12410282

Mahasiswa Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
J1.Pajajaran Gg. Belia No.40 Jaga Baya 2 Bandar Lampung
DPRD Provinsi Lampung

17 Mei 2016 s.d. 30 Juli 2016

Kepala Badan Kesbang dan Politik Yogyakarta

Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi

“Kedudukan dan Peran Sekretariat Dewan dalam Menunjang Kmerja DPRD

Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015”

1.Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan Penelitian.

2.Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survey yang tidak sesuai/tidak ada
kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survey tersebut di atas.

3.Melaporkan hasil Penelitian/Survey kepada Gubernur Lampung c.q. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

4.Surat Rekomendasi ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati
Ketentuan tersebut di atas

Dikeluarkan di Bandar Lampung
Padamnggal 23 Mei2016

75 ,' a.n. GUBERNUR LAMPUNG
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK,

" [RWAN SIHAR MARPAUNG

Tembusan : - ~Pembina Utama Madya
1. Gubernur Lampung (scbagai laporan); NIP. 19620527 201410 1 001
2. Kertua DPRD Provinsi Lampung
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
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UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2
O
0
| FAKULTAS HUKUM
\ > JI. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
i ; e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uii.ac.id
26 MM’ @ FMUILFILEM.&RTO7/RO
Nomor : »0 /Dek/70/SR/Div. URT/V /2016 13 Mei 2016 M
Hal : Ijin Riset 06 Sya'ban 1437 H
Kepada
Yth. Ketua DPRD Provinsi Lampung
Di Lampung s N

Assalaamu’alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud
skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama :-Rosdalina

No. Mahasiswa 1712410282

Program Studi : [Imu Hukum

Alamat : JI. Menukan 2 Mergangsan 111 No. 966 A
Telp Rumah/HP : 082243424801

Dosen Pembimbing ¢ Dr.Ni'matul Huda, SH., M.Hum

Bermaksud mohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah
Bapak/Ibw/Saudara Pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul :

“Kedudukan dan Peran Sekretariat Dewan dalam Menunjang Kinerja DPRD Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2015”

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan riset di:
DPRD Provinsi Lampung

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya
persetujuan/ijin dari  Instansi = yang' Bapak/Ibw/Saudara pimpin. Besar harapan kami
Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan
bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr-whb.

NIK. 844100101

TUVRheinland CT

Precisely Right.

. 3 BAN-PT
ljin Penyelenggaraan Prodi Standard 1SO 9001:2008 Status Akreditasi A
Surat No. : 7263/D/T/K-V/2011 Certificate Registr ~ No. 01 100 096609 SK:078/SK/BAN-PT/Akred/S/ill/2014
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% PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
\} Jl. WolterMonginsidi No. 69 TelukbetungKodePos 35215
N _ Telp. (0721) 482166, Fax. (0721) 482166

B. Lampung, § Juni 2016

Kepada
Nomor . 070 /'9'S /13.01/2016 Yth. Rektor  Universitas  Islam
Sifat : Biasa Indonesia Yogyakarta.
Lampiran  : 1 (satu) Berkas s
Hal . Keterangan Telah Melakukan
Penelitian. Di-
Yogyakarta

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Penelitian/Survei dari Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung kami sampaikan bahwa :

Nama : Rosdalina

NPM 1 12420282

Pekerjaan  : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Alamat : JI. Pajajaran Gg. Belia No. 40 Jagabaya II Kedaton
Bandar Lampung.

telah melakukan penelitian dengan balk pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Lampung dari tanggal 1 s.d. 3 Juni 2016, guna
penyusunan skripsi/karya ilmiah, dengan judul penelitian “Kedudukan dan
Peran Sekretariat Dewan dalam Menunjang Kinerja DPRD Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2015”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan.
sebagaimana mestinya.

“Pembina Utama Madya
NIP.19620511 198103 1 002
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Nomor
Perihal

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JI. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 17 Mei 2016

Kepada Yth
074/1624/Kesbangpol/2016 Gubernur Lampung
Rekomendasi Penelitian Up. Kepala Kesbangpol dan Linmas

Provinsi Lampung
Di

BANDAR LAMPUNG
Memperhatikan surat :
Dari : Fakultas Hukum , Universitas Islam Indonesia
Nomor : 229/Dek /70/ SR /Div.URT/V /2016
Tanggal : 13 Mei 2016
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari sufat permohonan dan propesal yang diajukan, maka dapat
diberikan surat rekomendasi .tidak _keberatan untuk. melaksanakan riset/penelitian
dalam rangka penydsunan Skripsi dengan judul’proposal “KEDUDUKAN DAN
PERAN SEKRETARIAT DEWAN, DALAM MENUNJANG KINERJA DPRD
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015 ”, kepada:

Nama : ROSDALINA

NIM 1 12410282

No. HP/Identitas ¢ 1082243424801 / 1871126309920006
Prodi /Jurusan o lImusHukum

Fakultas ;.- Hukum , Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian § %4l Provinsi tampung

Waktu Penelitian *» 17 Mei 2016 s.d 80 Juli 2016

Sehubungan dengan-maksud tersebut, ‘ﬁilharapkanﬂagar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan.fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian-yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.

4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan
menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata
pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

. An-KEPALA
“BADAN KESBANGPOL DIY
KABID. POLDAGRFDAN KEMASYARAKATAN

e

\ _\ARISARI\QKN'TO SH .MM
& 19539}'281998031003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan).
2. Dekan Fakultas Hukum , Universitas Islam Indonesia;
3. Yang Bersangkutan.
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